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ABSTRAK 

 

 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu dinas yang memiliki kewenangan 

dibidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja juga perlindungan tenaga 

kerja pada wilayah Provinsi Lampung. Dalam bidang ketenagakerjaan, 

pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi pembinaan, 

pengawasan, dan penyidikan.  

 Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah Pertama, Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

dalam mengatasi kecelakaan kerja di Provinsi Lampung? Kedua, Bagaimana 

Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi 

kecelakaan kerja? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja di 

Provinsi Lampung dan Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai 

peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi kecelakaan kerja. Jenis Penelitian 

ini termasuk penelitian lapangan field research sedangkan sifat yang 

digunakan adalah pendekatan secara deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Dengan kata 

lain penelitian penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-

variabel yang ada.  

 Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu kelembagaanya dengan pembentukan panitia pembina K3 dan 

penerapan sistem manajemen K3, peralatan K3, dan sumber daya manusia. 

Pengawasan  ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjan. Dan hak para buruh dapat 

terpenuhi dengan layak. Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan 

kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau 

pengusaha sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja adalah 

Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara. Sama halnya Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya sesuai 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
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MOTTO 

 

                                     

                                   

         

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(QS. An-Nisa : 59) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Pada bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi 

pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung Dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi 

di Dinas Tenaga Kerja Provinsi  Lampung)” adalah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

yaitu, hasil meninjau, pandangan, pendapat (sudah 

menyelidiki, mempelajari, dsb).
1
 

2. Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum 

islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 

3. Peran Dinas Tenaga Kerja yaitu, dinas yang memiliki 

kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan tenaga 

kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi 

Lampung.
3
 

4. Kecelakaan kerja yaitu, kecelakaan yang terjadi 

berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang 

timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang 

terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju 

ketempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa 

atau wajar dilalui. Dari ketentuan itu dapat dijabarkan bahwa 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (KBBI) Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 

2011), 1470. 
2  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 
3 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, “Dinas Teaga Kerja Provinsi 

Lampung,” Idalamat.com, 08 November 2021, 

https://idalamat.com/alamat/41314/dinas-tenaga-kerja-provinsi-lampung. 
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ruang lingkup JKK meliputi kecelakaan dan sakit akibat 

kerja.
4
 

       Berdasarkan istilah tersebut maka maksud dari judul skripsi 

ini adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja yang ada di Provinsi 

Lampung dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah.  

 

B. Latar Belakang Masalah  

       Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5
 Dalam 

bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja 

mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyidikan. 

Pengawasan biasanya dilakukan ditempat kerja dengan melihat 

dan memeriksa secara langsung syarat-syarat kerja, waktu kerja, 

waktu kerja lembur, upah minimal, pekerja atau buruh wanita dan 

anak, serta aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja.
6
 

       Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu, dinas yang 

memiliki kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan 

tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi 

Lampung.
7
 Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sendiri 

mencakup lima bidang diantaranya Sekretariat, Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pelatihan 

dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan 

Tenaga Kerja. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai 

tugas menyelenggarakan pembinaan pengawasan terhadap tenaga 

                                                           
4 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018), 127. 
5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
6 Saloni Waruwu, “Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan 

Apartemen Student Castle,” Jurnal Spektrum Industri, Vol. 14 No. 1 (2016): 1, 

https://doi.org/10.12928/si.v14i1.3705. 
7 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, “Dinas Teaga Kerja Provinsi 

Lampung,” Idalamat.com, 08 November 2021, 

https://idalamat.com/alamat/41314/dinas-tenaga-kerja-provinsi-lampung. 
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kerja dan perusahaan, memberi perlindungan terhadap tenaga 

kerja, melakukan pembinaan terhadap kinerja pegawai pengawas 

ketenagakerjaan serta melakukan penegakan hukum dan 

penindakan terhadap pelanggaran norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta pembinaan tentang keselamatan dan 

kesehatan kerja.
8
 

       Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya 

untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman dan 

mencapai tujuan yaitu prokdutivitas setinggi-tingginya. Kesehatan 

dan keselamatan kerja sangat penting untuk dilaksanakan pada 

semua bidang pekerjaan tanpa terkecuali proyek pembangunan 

gedung seperti apartemen, hotel, mall, dan lain-lain, karena 

penerapan k4 dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya 

kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja. Smith dan 

Sonesh (2011) mengemukakan bahwa pelatihan kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) mampu menurunkan resiko kecelakaan 

kerja. 

       Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan 

dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan berangkat dari rumah menuju ketempat kerja, dan 

pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
9
 

Kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan terkadang tidak 

dapat dihindari. Kecelakaan kerja terkadang terjadi karena sikap 

dari perusahaan yang sama sekali tidak melakukan tindakan 

pencegahan yang maksimal, terkadang juga terjadi karena 

kelalaian atau cara kerja dari buruh sendiri.
10

 

       Saat mengalami kecelakaan kerja maka sudah menjadi 

tanggung jawab perusahaan untuk menanggung biaya pengobatan 

(PP No 4 Tahun 1993). Perusahaan tidak bisa menghindar dari 

tanggung jawab, meskipun baru bekerja selama beberapa hari atau 

                                                           
8 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung “Bidang Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung,” Balaik3, 15 Juli 2021, 

https://balaik3.disnaker.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi. 
9 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), 153. 
10 A. Patra M. Zen, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta Pusat: 

Sentralisme Production, 2006), 191. 
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beberapa minggu ditempat itu. Tidak ada dasar bagi perusahaan 

untuk menolak menanggung biaya perawatan karyawanya. 

Karyawan harus ditanggung hingga sembuh total, entah melalui 

fasilitas asuransi dana kesehatan di perusahaan, minimal karyawan 

harus diikutsertakan dalam program jamsostek atau dana lainya. 

Jika dipecat karena kecelakaan itu, dapat mengadu melalui 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

mediasi ke Disnaker setempat atau melanjutkan melalui gugatan 

ke pengadilan hubungan industrial.
11

 

       Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan 

menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan. Merupakan upaya untuk melindungi serta 

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha 

dan pekerja atau buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk 

menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan dalam bekerja, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan 

kesejahteraan tenaga kerja. Pengawasan diatur dalam pasal 176-

181 Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai 

pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan 

independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawas 

ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi wajib menyampaikan 

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri.
12

 

       BPJS ketenagakerjaan (BPJSTK) Bandar Lampung mencatat 

adanya peningkatan jumlah kecelakaan kerja di tahun 2019 

dibanding priode yang sama tahun sebelumnya. Dimana, 

sepanjang ini sudah ada 143 kasus kecelakaan kerja di Bandar 

lampung. Hal tersebut diungkapkan kepala cabang (Kacab) 

BPJSTk Bandar Lampung Heri Subroto dalam acara Tribute To 

Compliance Company, di Ballroom Emersia Hotel Lampung.
13

  

                                                           
11  Redaksi Ras, Hak dan Kewajiban Karyawan (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2010), 103. 
12 Dina Susiani, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jawa 

Timur: CV. Pustaka Abadi, 2002), 30. 
13 Kesumayuda, “Sepanjang 2019, Tercatat 143 Kasus Kecelakaan Kerja di 

Bandar Lampung,” Radar Lampung, 12 Maret 2019, 

https://radarlampung.co.id/sepanjang-2019-tercatat-143-kasus-kecelakaan-kerja-di-

bandarlampung/. 
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       Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) dan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 24/2011), maka 

program Jamsostek (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992) 

melebur dalam sistem jaminan sosial nasional. Penyelenggaraan 

program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan 

kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat, termasuk kalangan pekerja/buruh.
14

 Beberapa 

keunikan UU 24/2011 ini, antara lain: pertama, menetapkan BPJS 

sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada 

presiden (pasal 7). Jadi, bukan lagi statusnya sebagai badan 

hukum privat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Kedua, menetapkan orang asing yang bekerja paling singkat 6 

bulan (tenaga kerja asing) wajib menjadi peserta jaminan sosial 

(Pasal 14). Ketiga, bahwa per tanggal 1 Januari 2014 askes 

(Persero) berubah menjadi BPJS kesehatan dan beroperasi sama 

per tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 60 Ayat (1) UU 24/2011), dan 

PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, 

tetapi beroperasi paling lambat mulai tanggal 1 Juli 2015 (Pasal 

64 UU 24/2011). Keempat, menetapkan BPJS sebagai badan 

hukum publik.  

     Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 UU 24/2011 

dinyatakan bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis dengan ruang 

lingkup, yaitu: 

1. BPJS Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. 

2. BPJS Ketenagakerjaan, berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, 

dan jaminan kematian.  

       Kedudukan buruh dalam Islam menempati posisi terhormat. 

Salah satu bagian penting yang merupakan hak buruh adalah upah. 

Upah merupakan hak asasi bagi setiap buruh. Buruh telah 

                                                           
14 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), 184. 
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menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk majikanya.
15

 

Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap 

upah buruh, dalam hadis juga dijelaskan pentingnya upah bagi 

buruh sebagaimana sabda Rasulullah dari „Abdullah ibn „Umar 

berkata Rasulullah saw berkata: 

ِ بْهِ عُمَرَ قاَ لَ الَ ِ صلى اللَّه عليه وسلم أعَْطُوالأخِّيِرَأخَْرَهُ قبَْلَ عَهْ عَبْدِ اللَّه رَسُوُلُ للَّه

أنَْ يخَِفه عَرَقهُُ. رواه ابه ماجه

Artinya: “Dari „Abdullah ibn „Umar berkata Rasulullah saw 

berkata Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya 

kering”. HR. Ibn Majah.16 

     Sedangkan Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata Fiqh dan Siyasah 

Syar‟iyah. Fiqh berasal dari Bahasa Arab yaitu Faqaha-Yafqahu-

Fiqhan. Secara bahasa berarti paham yang mendalam. Sedangkan 

Siyasah berarti Hukum Tata Negara Islam. Jadi Fiqih Siyasah 

merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
17

 Fiqh 

Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
18

 

     Ibnu Taymiyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, 

seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Moontesque yang disebut 

dengan trias politica, yang membagi kekuasaan dalam 3 tiga 

bagian yaitu legislatif (al-sulthah al-tasri‟iyyah), eksekutif (al-

                                                           
15 Tasmin Tangngareng, “Hak-Hak Buruh Dalam Perspektif Hadis Nabi 

SAW,” Jurnal Ushuluddin, Vol. 23 No. 1 (2021): 123, 

https://www.google.com/search?q=jurnal+hak-

hak+buruh+dalam+perpektif+hadis+nabi+saw&oq=jurnal++hak-

hak+buruh+dalam+perpektif+hadis+nabi+saw&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEU

YOTIJCAEQIRgKGKAB0gENMTI2NzYzOTBqMGoxNagCALACAA&sourceid=c

hrome&ie=UTF-8. 
16 Muhammad ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniy, Sunan Ibn Majah, 

juz.II (Dar al-Fikr, Beirut, t.th), 817. 
17  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2. 
18  Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014), 28. 
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sulthah al-tanfidziyyah), yudikatif (al-sulthah qadha‟iyyah). 

Model pembagian kekuasaan untuk menghindari terpusatnya 

kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter). Kekuasaan 

eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) terdapat beberapa bentuk 

kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, 

khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir.
19

 

     Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut al-sulthah al-

tanfidziyyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini 

negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan 

tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik 

yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang 

menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan 

internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah 

pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya 

(kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara 

dengan negara Islam lainya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan 

politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan 

kemaslahatan.
20

 

     Di dalam sistem pemerintahan Islam memiliki pembagian 

kekuasaan seperti trias politika menurut fungsinya karena 

berdasarkan konstitusi pemerintahan Islam dijelaskan pada surat 

An-Nisa ayat 58-59: 

                           

                        

                             

                                                           
19  La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri‟iyyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-

Qadha‟iyyah,” Jurnal Tahkim, Vol. XIII No. 1 (2017): 158, 

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf. 
20 Wery Gumansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” Al-

Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (2017): 131, 

http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  Sesungguhnya Allah 

adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (QS. An-Nisa: 58-59). 

     Isi kandungan dari Qs. An-Nisa ayat 58 yaitu memerintahkan 

kepada orang-orang mukmin agar menyampaikan amanat (dalam 

segala urusan, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun 

urusan dunia dan mu‟amalat) kepada orang yang berhak. Kata Al-

amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk 

dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta 

oleh pemiliknya, atau sesuatu yang dipercayakan kepada orang 

untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah adalah lawan 

dari khianat. la tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai 

oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang 

diberikannya itu. setiap manusia telah menerima amanah secara 

potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil 

baligh. Amanat terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, amanat 

Allah Swt. kepada hamba-Nya, antara lain melaksanakan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, amanat 

seseorang kepada sesamanya, seperti mengembalikan titipan 

kepada yang punya dengan tidak kurang sedikitpun. Ketiga, 

amanat terhadap diri sendiri, seperti berbuat yang bermanfaat dan 

tidak berbuat yang madarat. 
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     Isi kandungan dari Qs. An-Nisa ayat 59 yaitu memerintahkan 

agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-

Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara 

mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan. Caranya 

adalah Taat dan patuh kepada Allah Swt dengan mengamalkan isi 

Al-Qur`an secara ikhlas dan yakin bahwa segala yang 

diperintahkan Allah Swt itu mengandung maslahat dan apa yang 

dilarang-Nya mengandung mudarat. Melaksanakan ajaran yang 

dibawa Rasulullah Saw. Patuh kepada ketetapan uli al-amr 

(Ijma‟). Apabila mereka telah memutuskan suatu hal, maka kaum 

Muslimin wajib menaatinya, dengan syarat keputusan itu tidak 

bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadis. Apabila bertentangan 

maka wajib menentangnya, karena tidak boleh menaati dosa dan 

maksiat kepada Allah Swt. Jika ada sesuatu yang diperselisihkan 

dan tidak mencapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan 

kepada Al-Qur`an dan hadis, jika tidak ditemukan juga, maka 

dengan jalan Qiyas. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang 

yang berilmu pengetahuan dan memahami isi Al-Qur`an dan 

Hadis.
21

 

     Di dalam menjalankan tugasnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung berlandaskan sesuai aturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kekuasaan 

eksekutif dalam Islam yang disebut al-sulthah al-tanfidziyah yang 

bertugas melaksanakan undang-undang, karena di dalam 

pelaksanaan perundang-undangan tidak berlaku hanya pada 

presiden saja tetapi juga berlaku pada semua dewan kabinet 

pemerintah yang ada dibawahnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih jauh tentang  “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dalam 

Mengatasi Kecelakaan Kerja (Studi di Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi  Lampung)”. 

 

 

                                                           
21 Penulis Materi Sekolah Wislah, “Surah An-Nisa Ayat 58-59: Bacaan, 

Terjemahan, Mufradat dan Isi Kandungan,” Wislah.com, 17 September 2021, 

https://wislah.com/surah-an-nisa-ayat-58-59/. 
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C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian 

       Fokus dari penelitian penulisan skripsi ini adalah berfokus 

terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam 

Mengatasi Kecelakaan Kerja. Berdasarkan salah satu peraturan 

undang-undang ketenagakerjaan yaitu undang-undang 

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Peran Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung mencakup pembinaan, pengawasan, dan 

penyidikan guna terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja dan 

meningkatkan kesejahteraan para buruh. 

       Sub fokus dari penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana 

tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

dalam mengatasi kecelakaan kerja di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Dinas Tenaga 

Kerja dalam mengatasi kecelakaan kerja?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja di Provinsi 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai peran 

Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi kecelakaan kerja. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam Mengatasi Kecelakaan 

Kerja (Studi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung) 

diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis kepada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat secara teoritis 

       Secara teoritis berguna menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penulis, serta memberikan manfaat bagi 

pembaca dan memberikan pemahaman kepada masyarakat 

khususnya pada tenaga kerja tentang peran Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja. 

2. Manfaat Praktis 

       Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman dan pembelajaran terhadap salah 

satu keilmuan hukum islam yaitu keilmuan pada bidang 

Siyasah Syar‟iyyah dan sebagai salah satu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

3. Secara Akademik 

       Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah 

Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

       Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya 

ilmiah yang telah penulis temukan. Adapun karya ilmiah yang 

ditulis penulis yaitu: 

       Skripsi Waliyyil Ilmi Biahkamillah yang berjudul 

“Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi 

Kota Tangerang Selatan Dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja”. 

Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas pengawasan 

dinas sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam permasalahan 

kecelakaan kerja di kota Tangerang Selatan, dan peraturan daerah 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan keputusan 

Walikota Tangerang Selatan No. 3 pasal 1 Tahun 2001. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengawasan Kecelakaan kerja 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kota Tangerang Selatan untuk menanggulangi 

angka kecelakaan kerja kurang baik. Saran penelitian ini yaitu (1) 

meningkatkan upaya pengawasan, (2) menambah jumlah personil 

pengawas ketenagakerjaan, (3) pengawasan terkait jadwal 
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kunjungan harus lebih dioptimalkan, (4) lebih memaksimalkan 

bagian bidang pengawasan ketenagakerjaan agar terlaksana 

dengan baik.
22

 

     Skripsi Rahmi Annisa Utami yang berjudul “Pengawasan 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Beesfootwear Inc”. Dalam 

penulisan skripsi tersebut hanya membahas pengawasan dinas 

tenaga kerja dan transmigrasi terhadap keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) pada PT. beesfootwear inc di wilayah Serang, dan 

peraturan daerah yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 120/5372-

Pem/2015. Hasil penelitian menunjukan maasih lemahnya 

pengawasan Disnakertrans Provinsi Banten Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan Wilayah Serang I meliputi: adanya perusahaan 

yang belum melaksanakan prosedur secara menyeluruh, kurun 

waktu pengawasan dilakukan tiap 1 tahun sekali, kurang 

memfokuskan, adanya Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3), belum diberlakukan sanksi yang tegas.
23

 

     Skripsi Mohammad Kautzar Riski Saifullah yang berjudul 

“Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten 

Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja”. 

Dalam penulisan skripsi tersebut hanya membahas peranan dinas 

tenaga kerja dan transmigrasi dalam mengatasi kecelakaan kerja di 

Kabupaten Bantul, dan peraturan daerah yang digunkanan 

menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 

Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 

Tahun 2001. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada 

Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2001. Mekanisme 

                                                           
22 Waliyyil Ilmi Biahkamillah, “Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan dalam Permasalahan Kecelakaan Kerja” 

(Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tangerang, 2016), 5. 
23 Rahmi Annisa Utami, “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Beesfootwear Inc” (Skripsi, Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa Tangerang, 2019), 3. 
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pengawasan dalam melakukan upaya kebijakan telah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/Men/1984 

tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Pembinaan Dan 

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bantul sudah cukup efektif menekan angka kecelakaan kerja 

perusahaan, dimana angka kecelakaan kerja di Kabupaten Bantul 

hanya sebesar 0.5%.
24

 

     Perbedaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian 

terdahulu adalah terdapat pada lokasi penelitian dan Peran Dinas 

Tenaga Kerja yang digunakan menggunakan tinjauan fiqh siyasah. 

 

H. Metode Penelitian 

     Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dari penetuan topik, pengumpulan data 

dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu 

pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. 

Dalam hal ini, data diperoleh dari  penelitian lapangan langsung 

tentang Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

Dalam Mengatasi Kecelakaan Kerja. Penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Dengan kata lain 

penelitian penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan 

antara variabel-variabel yang ada. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian   

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.
25 Yaitu 

dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari hasil 

                                                           
24 Mohammad Kautzar Riski Saifullah, “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja” 

(Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), 3. 
25 Hasanuddin Muhammad, dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” AS-SIYASI: Journal 

of Constitutional Law, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, https://doi.org/10.24042/as-

siyasi.v2i1.12877. 
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interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan 

sebagai objek penelitian, serta buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian dilakukan di Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
 26

 

b. Sifat Penelitian 

Didalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan 

bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

dalam mengatasi kecelakaan kerja dan juga dikaitkan 

dengan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran tersebut. 

Sedangkan kualitatif berupa kata kata lisan dan prilaku 

mereka yang diamati. Jadi memperoleh data dari informan 

langsung di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer  ialah “data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan  yang memerlukan. 

Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu 

atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti.
27

 Dalam proposal ini data yang diperoleh dari 

Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 

b. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di  

kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder 

berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap judul 

penelitian.
28

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

                                                           
26 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2004), 26. 
27 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82. 
28 Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada 

Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam 

(Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” Jurnal 

ASAS, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279. 
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dari buku-buku tentang ketenagakerjaan dan buku fiqh 

siyasah, jurnal dan skripsi terdahulu, dokumen-dokumen 

dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin, yang 

dimaksudkan dengan populasi adalah semua individu 

yang menjadi sumber pengambilan sampel.
 29

 Populasi 

digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota 

dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
 30

 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 anggota 

pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung. 

b. Sampel 

       Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian 

dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. 

Tujuan penentuan sampel ialah  untuk memperoleh 

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara 

mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi 

terhadap jumlah objek penelitianya.
31

 Adapun tekhnik 

penentuan responden yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah tekhnik purposive sampling. Teknik purposive 

sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang 

terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang 

dimiliki sampel.
32

 Sampel yang digunakan dari penelitian 

adalah 4 orang pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung yang terdiri dari 1 Akalis Perencanaan Sumber 

Daya Manusia Aparatur Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung, 1 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli 

Muda/Sub Koordinator Pengawasan Norma Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, 1 Fungsional Perencana Ahli 

                                                           
29  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 53. 
30  Juliansyah, Metode Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147. 
31  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 53. 
32 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 98. 
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Pertama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 1 

Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

     Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (Interiew) 

     Wawancara adalah merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan 

dengan cara mengadakan Tanya jawab baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas 

terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi 

terserah dengan pedoman yang ditetapkan.
33

 Interview 

ditunjukan kepada anggota pengawas Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung. Hal yang perlu dipersiapkan pada saat 

wawancara seperti alat tulis, buku catatan, pedoman 

dalam wawancara. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh 

data dengan cara dokumen-dokumen, berupa berkas-

berkas berkaitan dengan topik penelitian yang diambil 

melalui izin lapangan.
34

 Data yang diperoleh seperti 

struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung, struktur alur penerbitan 

rekomendasi/pengesahan peralatan keselamatan dan 

kesehatan (K3) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam mengatasi 

kecelakaan kerja. 

 

5. Teknik Pengelolaan Data 

       Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah 

                                                           
33  Sutrisno Hadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Rieneke Cipta 2006), 72. 
34  Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 

2013), 217. 
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pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik 

penelitian dengan langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang 

diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan 

makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.
35

 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau 

tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, 

atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun 

terbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama 

tanda A masalah kedua tanda B dan seterusnya). 

c. Rekonstruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan data 

secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. 

d. Sistematisasi dan (systematizing) yaitu mengelompokan 

data dengan menggunakan sistematika bahasa yang 

berdasarkan dengan urutan permasalahan.
36

 

 

6. Analisis Data 

       Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

(Dugaan Sementara) seperti yang disarankan dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.
37

 

Dalam penelitian ini metode berfikir digunakan yaitu metode 

induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari 

suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah 

yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki.
38

 Metode induktiif ini lebih dapat 

menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang 

terdapat dalam data.
39

 

       Data tentang peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja yang telah 

                                                           
35  Bambang Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), 127. 
36  Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method 

(Depok: Rajawali Pers, 2019), 203. 
37  Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4. 
38  Ibid, 7. 
39  Ibid, 10. 



18 

dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan 

untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah 

dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk 

mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama 

melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan 

dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang 

diteliti.  

       Setelah data tentang peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja telah terkumpul 

lalu data tersebut ditinjau lagi berdasarkan sudut pandang fiqh 

siyasah. Data yang sudah terkumpul ini dikumpulkan sesuai 

dengan kebutuhuan yang telah ditentukan, dan terkumpul 

secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis 

menggambar metode analisis. Analisis data ini digunakan 

untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama 

melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan 

dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang 

diteliti.
40

 Maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian 

penelitian yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dalam Mengatasi 

Kecelakaan Kerja. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka diperlukan 

adanya sistematika pembahasan sehingga pembaca dapat 

memahami skripsi ini dengan mudah. Pembahasan sistematika ini 

akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu 

sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului 

dengan: halaman judul, abstrak, lembar persetujuan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi. Untuk 

selanjutnya pada bagian per bab meliputi:    

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-

masalah yang erat kaitanya dengan pembahasan skripsi, dan 

sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai 

                                                           
40  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2004), 127. 
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skripsi ini, yang meliputi: Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. 

2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi: Peran Dinas Tenaga 

Kerja dalam Mengawasi Kecelakaan Kerja (pengertian Dinas 

Tenaga Kerja, pengertian kecelakaan kerja, Peran Dinas 

Tenaga Kerja dalam menjamin keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3), perjanjian kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja), 

dan ketenagakerjaan dalam fiqh siyasah. 

3. Bab ketiga, Deskripsi objek penelitian, meliputi: gambaran 

lokasi penelitian seperti gambaran objek umum objek 

penelitian, dan penyajian fakta dan data yang ada di lapangan 

mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja terhadap kecelakaan 

kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 

4. Bab keempat, Analisis penelitian, meliputi Peran Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung  dalam mengatasi kecelakaan 

kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung serta tinjauan 

fiqh siyasah terhadap peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja di Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung. 

5. Bab kelima Penutup, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi 

 

 



20 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

       Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. 

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqaha-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Dari definisi 

ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh 

dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum 

syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Di samping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek 

hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). 

Aspek muamalah ini pun dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), 

munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), 

 murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan), 

dan al-ahkam al dualiyah (hubungan internasional).
1
 

       Secara Terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ mengenai amal 

perbuatan yang diperoleh dari dali-dalilnya yang tafshili 

(terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 

diambil dari sumbernya, Al-Qur‟an dan As-Sunnah). Jadi, 

fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum 

agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah 

yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan 

ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan 

mengenai hukum Islam.
2
 

       Jadi, fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum 

agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah 

yang disusun oleh Mujtahid dengan cara jalan penalaran dan 

Ijtihad. Fiqh juga dapat disebut ilmu pengetahuan tentang 

                                                           
1  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3. 
2  Juhaya S. Pradja, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik 

Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa-Rasyidun (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2008), 14. 
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hukum Agama Islam karena fiqh sebagai ilmu dan fiqh juga 

merupakan produk pemikiran dan ijtihad paraMujtahid yang 

digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar dasar 

Syari‟at. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu yang memahami 

hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa 

yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum 

Islam. Hasil pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu 

disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut 

hukum fiqh.
3
 

       Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan 

ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, 

mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah 

“pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

Sementara Louis Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka 

ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Mahzhur mendefinisikan 

siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.
4
 

       Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan 

umat manusia sesuai dengan syara‟ demi terciptanya 

kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah 

al-maslahah yang sama dengan istilah al-manfa‟ah sebagai 

bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Menurut Rachmat 

Syafe‟i, semua yang mengandung manfaat dikategorikan 

sebagai kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun 

melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, 

                                                           
3  Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet. Ke-19 (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48. 
4  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4. 
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keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk 

kemadharatan.
5
 

       Islam pada hakikatnya bukan sekedar agama sebagaimana 

diartikan oleh pengertian umum. Menurut Tahir Azhary, Islam 

adalah al-din (dalam bahasa inggrisnya disebut the religion), 

istilah al-din hanya ada dalam Al-Qur‟an. Al-din merupakan 

suatu konsep dengan 2 (dua) komponen pokok, yaitu 

pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah dan 

hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu 

masyarakat atau negara, bahkan mungkin antar negara serta 

antara manusia, dengan lingkungan hidupnya. Ibnu Khaldun 

menggambarkan 2 (dua) keadaan manusia dalam konteks 

bernegara, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang 

berperadaban.  Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam keadaan 

yang berperadaban inilah manusia mengenal gagasan Negara 

hukum, sehingga dikenal istilah nomokrasi Islam. Menurut 

Tahir Azhary, salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam yang 

harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan 

sebagai amanah. 

       Nomokrasi Islam meletakan kekuasaan sebagai suatu 

amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. 

Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat 

Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk 

dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip 

yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan dicontohkan oleh 

Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan 

kepada Allah. Maka untuk menjalankan kekuasaan itu 

diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama 

peribadi yang amanah dan bertanggung jawab.
6
 

       Fiqh Siyasah secara etimologis adalah keterangan tentang 

pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau 

pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 

                                                           
5  Ibid, 27. 
6 Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah 

dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” AS-

SIYASI: Journal of Constitutional Law,Vol. 2 No. 1 (2022): 20-3, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813. 
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perkataan dan perbuatan. Fiqh menurut bahasa adalah 

pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan 

manusia.
7
 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat 

ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah 

satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh 

siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum 

Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubunganya 

dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil 

penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak 

kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat 

debatable (masih bisa di perdebatkan) serta menerima 

perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam 

Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa 

sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar 

kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan 

menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan 

kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan 

kekuasaanya.
8
 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah dan Kajian Fiqh Siyasah  

       Objek fiqh siyasah menjadi luas sesuai kapasitas bidang-

bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan 

warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan 

Negara lain, Islam dan nonIslam ataupun pengaturan-

pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, 

sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. 

Terdapat perbedaan argument di kalangan para ulama dalam 

menentukan ruang lingkup fiqh siyasah.
9
 

       Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya 

                                                           
7 Sayuti. Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1997), 21. 
8 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 5. 
9  H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), 28. 
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ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang 

menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Imam 

al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-

Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup 

kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah 

(peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi 

dan moneter), siyasah qadha‟iyyah (peradilan), siyasah 

harbiyyah (hukum perang) dan siyasah iddriyyah 

(administrasi Negara).
10

  

       Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi 

empat bidang kajian, yaitu siyasah qadha‟iyyah (peradilan), 

siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah 

(ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah 

kharijiyyah (hubungan internasional).
11

  

       Salah satu ulama terkemuka Hasby Ashiddieqy membagi 

ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bidang serta 

penerapanya yaitu siyasah dusturiyyah syari‟iyyah 

(kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), 

siyasah tasyri‟iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum), siyasah qadla‟iyyah syar‟iyyah (kebijakan 

peradilan), siyasah maliyyah syar‟iyyah (kebijakan ekonmi 

dan moneter), siyasah „idariyyah syar‟iyyah (kebijakan 

administrasi negara), siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah 

syar‟iyyah (kebijakan hubungan luar negeri atau 

internasional), siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah (politik 

pelaksanaan undang-undang), dan siyasah harbiyyah 

syar‟iyyah (politik peperangan).
12

 

       Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat 

disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu diantaranya:  

                                                           
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14. 
11  Ibid, 14. 
12 Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyyah (Yogyakarta: Madah, 

2004), 28. 
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1. Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Politik Perundang-undangan) 

       Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan 

antara warga negara dengan lembaga negara yang satu 

dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain 

dalam batas-batas administratif suatu Negara.
13

 Hal yang 

amat penting dalam kaitanya dengan siyasah dusturiyyah 

adalah pembuatan Undang-Undang dan melahirkan 

kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk 

kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan 

hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat 

dikategorikan sebagai tasyri‟ karena secara definitif, 

tasry‟ adalah kata yang diambil dari lafazh syari‟ah yang 

artinya jalan yang yang lurus.
14

 Bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (tasri‟iyyah) oleh 

lembaga legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga 

yudikarif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh 

birokrasi ekeskutif.
15

  

2. Fiqh Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter) 

       Fiqh Siyasah Maliyyah yang mengatur tentang 

pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik 

negara.
16

 Fiqh Siyasah Maliyyah antara lain membahas 

sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran 

belanja negara, perdagangan internasional, 

kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan. 

3. Fiqh Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik 

Luar Negeri) 

       Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara 

warga neagara yang Muslim dengan warga negara 

NonMuslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-

                                                           
13  H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam 

Rambu-Rambu Syariah (Bandung: Prenada Media, 2003), 48. 
14  Juhaya S. Pradja, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik 

Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa A-Rasyidun (Bandung: Pustaka 

Setia, 2014), 36. 
15  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15. 
16  H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam 

Rambu-Rambu Syariah, 49. 
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duali al khashsh) atau disebut juga hukum perdata 

internasional dan hubungan diplomatik antara negara 

Muslim dan negara NonMuslim (al-siyasah al-duali al-

amm) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum 

perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, 

perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan 

warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun 

hubungan internasional mengatur antara lain politik 

kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. 

Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang 

kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-

hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibanya. 

Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) 

menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkanya 

berperang, pengumuman perang, etika berperang, 

tawanan perang dan gencatan senjata.
17

  

       Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang 

membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara, 

dalam bagianya membahas mengenai konsep konstitusi, 

legislasi, lembaga demokrasi dan dewan syura serta 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara 

yang wajib dilindungi.
18

 

       Berkaitan dengan teori trias politika yang membagi 

kekuasaan kedalam tiga bagian legislatif (al-sultah al-

tasri‟iyyah), eksekutif (al-sultah al-Tanfidziyyah), dan 

yudikatif (al-sultah al-qada‟iyyah) hukum Islam pun 

mengatur tentang hal tersebut. Dalam konsep hukum Islam, 

hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas 

dalam kajian siyasah dusturiyyah.
19

  

                                                           
17  Ibid, 16. 
18 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Preanada Media Group, 2016), 178. 
19 Wery Gumansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” Al-

Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (2017): 128, 

http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448 
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3. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah 

       Siyasah Tanfidziyah merupakan kajian yang tidak asing 

dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Siyasah 

Tanfidziyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.
20

 Al-

Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang, 

dakam hal ini Negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Negara melakukan 

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 

maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame Negara 

(hubungan internasional).
21

 

       Kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyyah) terdapat 

beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep 

imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/‟amir, dan 

wizarah/wazir yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan 

perundang-undangan.
22

 Di sini negara memiliki kewenangan 

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, 

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana 

tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) 

dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi 

yang berbeda antara satu negara dengan negara dengan 

negara Islam lainya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-

nilai ajaran Islam, kebijaksanaan eksekutif juga harus sesuai 

dengan nash dan kemaslahatan. Kepala negara dan 

                                                           
20 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Diktrin Politik (Jakarta: 

Gaya Media Pratama, 2001), 273. 
21 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Dktrin Politik Islam 

(Jakaerta: Gaya Media Persada, 2001), 62. 
22 La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri‟iyyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-

Qadha‟iyyah,” Jurnal Tahkim, Vol. XIII No. 1 (2017): 159, 

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf. 
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pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian 

dalam menjaga agama dan mengatur dunia.
23

  

       Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi 

penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di 

bawah Undang-Undang Dasar. Apabila konsep tersebut 

dianalogikan terhadap cabang kekuasaan lainya, maka 

lembaga-lembaga negara yang kedudukan dan kewenanganya 

diatur oleh UUD NRI 1945, seperti DPR, DPD, MPR, MA, 

MK, KY dapat juga disebut sebagai pelaksana kedaulatan 

rakyat oleh lembaga-lembaga negara tersebut diatur dan 

dibatasi secara tegas oleh konstitusi. Segala bentuk 

pelaksanaan wawenang, hingga penyelewengan terhadap 

wawenang tersebut dipertanggung jawabkan berdasarkan 

UUD NRI 1945.
24

 

       Sumber-sumber rujukan dalam Fiqh Tanfidziyah ada 

lima. Yang pertama adalah Al-Qur‟an, kedua adalah Hadist, 

terutama hadist-hadist yang berkaitan dengan imamah dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dalam 

menetapkan hukum, ketiga adalah kebijakan-kebijakan  

Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, 

keempat adalah hasil dari ijtihad para ulama, di dalam 

permasalahan Fiqh Dusturiyah, kelima adalah adat kebiasaan 

suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Al-Qur‟an dan Hadist.  

       Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah Fiqh Siyasah yang 

lingkup pembahasanya meliputi: 

a.  Imamah/Imam  

       Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam 

yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa 

Inggrisnya disebut nation, people. Menurut kamus 

Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. 

                                                           
23 Wery Gumansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” Al-

Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (2017): 128, 

http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448. 
24 Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah 

dalam Pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” AS-

SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 1 (2022): 20-11, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813. 
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Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna 

imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata 

imam dalam bahasa Arab tidak menunjukan arti kesucian 

hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai 

pengikut, baik dia saleh maupun tidak.
25

 

Seperti yang disyariatkan dalam QS. Al-Anbiya‟ ayat 73 

sebagai berikut: 

يْرٰتِ وَاِقَامَ  خَ
ْ
 ال

َ
يْهِمْ فِعْل

َ
وْحَيْنَآ اِل

َ
مْرِنَا وَا

َ
هْدُوْنَ بِا ةً يَّ ىِٕمَّ

َ
نٰهُمْ ا

ْ
وَجَعَل

 
ٰ
ل نَا عٰبِدِيْنَۙ  الصَّ

َ
انُوْا ل

َ
وةِِۚ وَك

ٰ
 ٧وةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّك

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami 

dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan 

kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.” 

(QS, Al-Anbiya„ [21] : 37) 

 

Hal ini sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim diantaranya  sebagai berikut: 

 

 ُ ِّ اللََّّ ٍْ ٍْ يَبانْجََُّتَ عَهَ ِّ عَبْدٍ يِ ُ ٌسَْخزَْعٍِ ٕثُ رَعٍَِّتً اللََّّ ًُ وَ ٌَ ْٕ ٕثُ ٌَ ًُ ٌَ َٕ ُْ غَبشٌّ ٔ

وَ إِلََّّ نِزَ عٍَِّ  ِّ حَزَّ خِ  

Artinya: “Tiada seorang hamba yang diangkat oleh 

Allah untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada 

hari itu, sementara masih ia masih menipu rakyatnya, 

kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya.26 

 

Ada juga hadist lain tentang kepemimpinan sebagai 

berikut: 

ُْٕيَسْئُٕلٌ  َٔ يَبوُ انَّذِي عَهىَ انَُّبسِ رَاعٍ  ِّ فبَلِْْ ٍْ رَعٍَِّخِ كُهُّكُىْ يَسْئُٕ لٌ عَ َٔ كُهكُُىْ رَاعٍ 

زْأةَُ  ًَ انْ َٔ  ِّ ٍْ رَعٍَِّخِ َٕ يَسْئُٕلٌ عَ ُْ َٔ  ِّ خِ ٍْ مِ بَ ْْ جُمُ رَاعٍ عَهىَ أَ انزَّ َٔ  ِّ ٍْ رَعٍَِّخِ عَ

                                                           
25 Absul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak 

Peradaban Di Barat Dan Di Timur (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 229. 
26 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan Al-

Hadist,” Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1 (2018): 25, 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140. 
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مِ بَ  ْْ جُمِ رَاعٍ رَاعٍِتٌَ عَهىَ أَ عَبْدُ انزَّ َٔ ىْ  ُٓ ُْ ًَ يَسْئُٕ نتٌَ عَ ِْ َٔ  ِِ ندَِ َٔ َٔ ب  َٓ ْٔ جِ ٍْجِ سَ

 َٕ ُْ َٔ  ِِ  عَهَى يَبلَ سٍَدِِّ

. ِّ ٍْ رَعٍَِّخِ كُهُّكُىْ يَسْئُٕلٌ عَ َٔ ُُّْ ألَََّ فكَُهُّكُىْ حِزَاعِ    يَسْئُٕلٌ عَ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin 

bertanggung jawab atas kepemimpinanya. Kepala 

Negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas 

rakyatnya, setiap suami adalah pemimpin terhadap 

keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya, setiap 

istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinanya. Seorang 

hamba (budak) adalah pemimpin bagi harta tuanya dan 

bertanggung jawab atas kepemimpinanya. Ketauhilah 

bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-

masing bertanggung jawab atas kepemimpinanya.” ( HR. 

Bukhari dan Muslim).
27

 

       Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi 

menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan 

hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah 

ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk 

mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk 

keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai 

dengan kedudukanya sebagai imam. Kewajiban-

kewajiban imam adalah diantaranya sebagai berikut: 

1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah 

ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat. 

2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang 

yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, 

sehingga keadilan terlaksana secara umum. 

3) Memelihara dan manjaga keamanan agar manusia 

dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari 

kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, 

tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. 

                                                           
27 Abu‟ Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, kitab 

ahkam, Bab Qoulilahi ta‟alla athi‟ullah, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1992), Juz. VII, h. 444. 
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4) Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak 

berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak 

hamba dari kebinasaan dan kerusakan. 

5) Mencegah tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, 

agar musuh tidak berani menyerang dan 

menumpahkan darah muslim atau non muslim yang 

mengadakan perjanjian damai dengan muslim. 

b. Khilafah/khalifah  

       Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah 

sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem 

pemerintahan Rasulullah SAW. Dengan segala aspeknya 

yang berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi 

umat Islam sedunia atau disebut juga dengan Imam 

a‟zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam 

sedunia atau disebut dengan khalifah al-muslim. 

c. Imarah/amir 

         Imarah merupakan masdar dari mira yang berarti 

pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir 

di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi 

penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan 

militer (mil al-jaisy), serta sebagai “orang yang 

memerintah, komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan 

makna-makna tersebut, mir didefinisikan sebagai seorang 

penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum 

penggunaan kata amir berarti pemimpin komunitas 

muslim muncul dalam pertemjan di balai aqifah Bani 

Sa‟idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama 

kali kepada khalifah Umar bin Al-Kattab. Pada era 

Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan 

pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-

dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.
28

 

 

 

                                                           
28 Absul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak 

Peradaban Di Barat Dan Di Timur (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 229. 
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4. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

       Pada penjelasan dari fiqh siyasah sudah bisa memberikan 

arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber fiqh 

siyasah, yang mana fiqh siyasah bersumber dari nash-nash 

Al-Qur‟an dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam 

berlandaskan hukum Islam. 

a. Al-Qur‟an 

       Al-Qur‟an sebagai kalam Allah Swt. Yang sudah 

diturunkan dengan melalui perantara malaikat jibril 

kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan 

kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang 

sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah 

Saw. Dalam pengakuanya sebagai Rasulullah, juga 

sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh 

seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai 

amal ibadah bila dibaca. Allah Swt. Berfirman:
29

  

                              

        

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

(QS. Al-Anfal 27). 

       Didalam Islam juga tidak hanya mengatur tentang itu 

saja juga mengatur tentang hubungan pekerja dan 

pengusaha salah satunya tentang Keselamatan dan 

Keamanan Tenaga Kerja. Keselamatan dan Kesehatan 

Pekerja yang terkait dengan perlindungan pekerja 

meliputi 3 tiga bagian yaitu pembebanan, kerja terhadap 

pekerja yang tidak berlebihan, Pemberian bantuan 

                                                           
29  Sofyan Wegi Alfariki, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi 

Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 31. 
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terhadap pekerja yang diberikan beban kerja lebih, dan 

keamanan pekerja di lingkungan tempat kerja.
30

  

 

b. Sunnah 

       Selain Al-Qur‟an yang dijadikan dasar hukum dalam 

fiqh siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar 

hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah hal-hal yang 

dating dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan, 

atau ketetapan. Adapun dasarnya, dinyatakan oleh 

Rasulullah Saw: 

Salah satu contoh hadits tentang ketenagakerjaan yaitu: 

بٍ أخَْبزَََبَ  ْْ َٔ  ٍُ ٍِ سَزْحٍ أخَْبزَََبَ ابْ زِٔ بْ ًْ ٍُ عَ دُ بْ ًَ زِ أحَْ ِْ ب ٔ حَدَّثًَُِ أبَُٕ انطَّ

ٍْ انْعجَْلَ  ٍَ الْْشََجِّ حَدَّثَُّ عَ ٍْزَ بْ ٌَّ بكَُ ٍُ انْحَبرِدِ أَ زُٔ بْ ًْ تَ عَ ًَ ِِ نىَ فبَ ْٕ ٌِ يَ
هُٕكِ  ًْ ًَ ُ قبَلَ نِهْ سَهَّىَ أَََّّ َٔ  ِّ ُ عَهٍَ ِ صَهَّى اللََّّ ٍْ رَسُٕلِ اللََّّ ٌْزَةَ عَ ُْزَ ٍْ أبًَِ  عَ

مِ الََّّ يَب ٌطٍُِقُ )رٔاِ يسهى(. ًَ ٍْ انْعَ لََّ ٌكَُهَّفُ يِ َٔ حُُّ  َٕ كِسْ َٔ َِعبَيُُّ   

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Abu 

AtThahir Ahmad ibn „Amru ibn Sarh telah mengabarkan 

kepada kami ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami 

„Amru ibn Al Asyaj telah menceritakan kepadanya dari 

Al „ajlan bekas budak Fatimah, dari Abu Hurairah dari 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, beliau 

bersabda: “seseorang budak itu berhak mendapatkan 

makan dan sandang (dari tuanya) dan janganlah dia 

dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan 

kemampuanya.” (H.R. Muslim) 

 

B. Ketenagakerjaan  

1. Pengertian Tenaga Kerja 

       Secara yuridis, ketenagakerjaan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

yang mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan 

kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis 

kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik. Dimana hukum 

                                                           
30 Muhammad Arsad Nasution, “Perlindungan Pekerja Menuruh Hukum 

Islam (Analisis terhadap Al-Qur‟an dan Hadits),” Yurisprudentia: Jurnal Hukum 

Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (2019): 134-122, 

https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1875. 
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ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur mengenai 

hubungan antara pekerja dengan perusahaan dan berfungsi 

melindungi kepentingan pekerja terhadap kekuasaan yang 

tidak terbatas dari pihak perusahaan.
31

 Pasal 5 ayat (1) dan 

pasal 9 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja, menyebutkan bahwa Pemerintah melalui Dinas Tenaga 

Kerja berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan 

keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja
32

 

       Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, beserta peraturan pelaksanaanya, dari 

peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-

keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan 

adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan, sebagai berikut:  

a. ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu  sebelum, selama, dan 

setelah masa hubungan kerja.  

b. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang 

atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. 

c. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang 

atau imbalan dalam bentuk lain. 

d. Pemberi kerja adalah orang perseorang atau badan 

hukum yang memperkerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33

 

       Perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja yaitu tenaga 

kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, 

termasuk didalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya 

wiraswasta/pedagang/yang bekerja untuk dirinya sendiri atau 

                                                           
31  Susi Nurkholidah, dkk., “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap 

Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja,” Asas Jurnal Hukum Ekonomi 

Syari‟ah, Vol. 14 No. 1 (2022): 40-35, https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13140. 
32 Aris Prio Agus Santoso., Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ditinjau dari sudut pandang hukum 

Administrasi Negara (Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI, 2020), 51. 
33  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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orang lain. Sedangkan pekerja adalah mengarah pada bekerja 

untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan.
34

 

       Kelancaran suatu usaha ditentukan oleh baik buruknya 

tenaga kerja yang digunakan, sebaik apapun usaha tersebut 

direncanakan. Oleh karena itu, peran tenaga kerja dalam 

perkembangan suatu usaha sangatlah penting. Bahkan dapat 

dikatakan mutlak adanya. Tanpa adanya tenaga kerja, 

tentunya suatu usaha tidak dapat dijalankan. Keberadaan 

tenaga kerja sudak ada sejak zaman dahulu. Tepatnya, ketika 

manusia mulai mengenal perekonomian. Orang-orang yang 

memiliki tanah lebih luas meminta
35

 bantuan kepada mereka 

yang tidak memiliki tanah untuk membantu menggarap 

tanah. Kerika manusia mulai tanah. Ketika manusia mulai 

mengenal sistem barter dalam jumlah besar, orang lain diajak 

untuk membantu membawakan barang barteran dengan 

imbalan tertentu dari situlah awal mulanya muncul tenaga 

kerja. 

       Ketika sistem perekonomian semakin berkembang dan 

sistem kerajaan mulai terbentuk, tenaga kerja semakin marak 

diperlukan umumnya pada masa itu, tenaga kerja lebih 

mengarah pada pekerja kasar seperti pembawa beban, budak 

dan lain-lain. Mereka dipekerjakan untuk membangun 

fasilitas kerajaan dan kota, melayani orang-orang kaya dan 

masih banyak lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, 

ketika kehidupan mulai bertambah rumit, mulai dikenal 

dengan istilah tenaga kerja profesional. 

Para pihak di dalam hukum ketenagakerjaan yaitu: 

a. Buruh/Pekerja 

       Pekerja/buruh dewasa (biasa disebut pekerja/buruh) 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut 

terdapat dua unsur yaitu unsur orang yang bekerja dan 

unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

                                                           
34  Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: 

Transmedia Pustaka, 2010), 4. 
35  Tyas, Ketenagakerjaan di Indonesia (Semarang: Alprin, 2019), 3. 
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Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

       Pengertian tenaga mencakup pekerja/buruh, pegawai 

negeri, tentara orang yang sedang mencari pekerjaan, 

orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, 

dokter, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing 

profesi tersebut berbeda satu dengan yang lain walaupun 

semuanya termasuk tenaga kerja. Hal ini karena 

hubungan hukum dan peraturan yang mengaturnya juga 

berlainan. Bagi pekerja/buruh hubungan hukum dengan 

pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara 

para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. 

Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam 

perjanjian kerja yang mereka tanda tangani (hukum 

otonom) juga diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh instansi/lembaga yang 

berwenang untuk itu (hukum heteronom). Bagi pegawai 

negeri sipil dan tentara, hubungan hukum dan antara 

mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum 

politik yang bersifat heteronom. 

       Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja 

yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, 

di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, 

pengusaha, badan hukum, badan lainya) dan atas jasanya 

dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja 

disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan 

pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah 

orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain tetapi tidak berada didalam hubungan kerja 

seperti misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong 

rambut, bukan merupakan pekerja/buruh.  

       Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya 

adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. 

Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan 
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menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk 

menyesuaikan dengan istilah “serikat pekerja/serikat 

buruh” yang terdapat dalam UU. No 21 Tahun 2000 yang 

telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman hindia 

Belanda istilah buruh hanya diperuntukan bagi orang-

orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan 

kasar seperti kuli, tukang mandor, dan lain-lain yang di 

dunia barat dikenal dengan istilah blue collar. Orang 

yang melakukan pekerjaan halus terutama yang 

mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan 

diberi kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat 

dikenal dengan istilah white collar. 

       Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh 

halus (white collar) dengan pekerja/buruh kasar (blue 

collar). Pembedaan pekerja/buruh dalam Undang-

Undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin dan 

usia. Pembedaan ini dilakukan bukan dalam dalam 

rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi 

pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan 

untuk menjaga norma-norma kesusilaan. 

1. Pekerja/buruh perempuan 

       Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 

memberikan beberapa keringanan kepada 

pekerja/buruh perempuan. Keringanan ini diberikan 

untuk melindungi pekerja/buruh perempuan karena 

secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan 

fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat 

yaitu reproduksi. 

2. Pekerja/buruh anak  

       Anak dalam hukum ketenagakerjaan adalah 

setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pada 

prinsipnya pengusaha dilarang memperkerjakan 

anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 68 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003. Larangan 

memperkejakan anak dimaksudkan untuk melindungi 
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anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan 

kesehatanya. Daya tahan tubuh anak sangat rentan 

terhadap lingkungan kerja apalagi bila sering 

berhubungan dengan bahan-bahan kimia.  

3. Pekerja/buruh tenaga kerja asing 

       Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga Negara 

asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 

wilayah Indonesia.setiap pemberi kerja yang akan 

memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki 

izin tertulis dari instansi yang berwenang di bidang 

ketenagakerjaan. Izin dimasuk adalah izin 

memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).  

b. Pengusaha 

1. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, 

atau, badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri 

2. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya 

3. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b yang berkedudukan di luar Indonesia.  

       Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang 

menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun 

bukan. Secara umum istilah pengusaha adalah orang yang 

melakukan sesuatu usaha (enter preneur). Istilah yang 

dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan 

sebelumnya adalah majikan yaitu orang atau badan yang 

memperkerjakan buruh. 

c. Organisasi pengusaha 

       Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi setelah 

proklamasi kemerdekaan, organisasi pengusaha tumbuh 

dan berkembang sangat pesat. Pada sektor-sektor atau 

bidang tertentu selalu dibentuk organisasi pengusaha 

misalnya organisasi pengusaha yang bergerak di bidang 
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tekstil, sepatu, pulp dan kertas, konstruksi dan lain-lain. 

Keseluruhan organisasi pengusaha tersebut berafilasi atau 

merupakan bagian dari Kamar Dagang Indonesia 

(KADIN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 1973. 

       Organisasi pengusaha yang bergerak di bidang sosial 

ekonomi termasuk ketenagakerjaan adalah Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO). Semula APINDO 

adalah organisasi di bidang sosial ekonomi yang bernama 

Stichting Centraal Sociaal Werkgevers Overleg 

(SCCWO) yang kemudian namanya diubah menjadi 

Yayasan Bandan Permusyawaratan Urusah Sosial 

Pengusaha di Indonesia (YBPUSPI) dengan akta notaris 

Raden Meester Soewandi Nomor 62 Tahun 1952. 

Melalui musywarah Nasional di Yogyakarta tahun 1982 

YBPUSPI diubah menjadi Permusyawaratan Urusan 

Sosial Ekonomi Pengusaha Indonesia (PUSPI). Nama 

PUSPI kemudian diubah menjadi Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) pada Musyawarah Nasionalnya di 

Surabaya tanggal 29-31 Januari 1985. 

       APINDO merupakan wakil pengusaha dalam 

lembaga kerja sama Tripartid, sebuah wadah kerja sama 

antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat 

buruh yang bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah sosial ekonomi terutama di bidang 

ketenagakerjaan dan dibentuk pada tanggal 1 mei 1968. 

Kegiatan APINDO antara lain adalah advokasi kepada 

anggota, pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan 

dan hubungan industrial. Dalam menjalankan 

aktivitasnya APINDO juga menjalin kerja sama dengan 

mitranya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 

d. Serikat Pekerja/Serikat Buruh  

       Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang 

dibentuk dari, oleh, untuk pekerja/buruh, baik di 
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perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat 

bebas, terbuka, mandiri demo-kratis, dan bertanggung 

jawab guna memperjuangkan, membela, serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga-

nya. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah 

serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para 

pekerja/buruh di perusahaan di beberapa perusahaan, 

sedang yang diluar perusahaan adalah serikat 

pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para 

pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan misalnya 

serikat pekerja/buruh pengemudi angkutan kota atau 

pembantu rumah tangga. 

       Serikat pekerja/serikat buruh bersifat bebas berarti 

sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban, serikat pekerja/serikat buruh tidak berada di 

bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka 

berarti dalam menerima anggota dan /atau 

memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak 

membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan 

jenis kelamin. Bersifat mandiri maksudnya dalam 

menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan 

oleh kekuatan sendiri tidak ditentukan oleh pihak lain di 

luar organisasi. Demokratis yaitu bahwa dalam 

pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, 

memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban 

organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. 

Bertanggung jawab berarti bahwa dalam mencapai tujuan 

dan melaksanakan hak dan kewajibanya, serikat 

pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada 

anggotanya, masyarakat dan Negara.  

       Tujuan didirikan serikat pekerja/buruh adalah untuk 

memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 

kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang 

layak bagi pekerja/buruh mempunyai fungsi: 

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja 

bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial; 
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b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga 

kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan 

tingkatanya; 

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam 

memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; 

e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung 

jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan 

kepemilikan saham perusahaan.
36

 

e. Pemerintah/Penguasa 

       Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum 

perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang 

adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha 

berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya 

kepada para pihak maka tujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan 

akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu 

ingin menekan pihak yang lemah. Atas dasar itulah 

pemerintah turut campur tangan melalui peraturan 

perundang-undangan untuk memberikan jaminan 

kepastian hak dan kewajiban para pihak.   

       Iman Soepomo memisahkan antara penguasa dan 

pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri 

dalam hukum ketenagakerjaan, namun antara keduanya 

merupakan satu kesatuan sebab pengawas bukan 

merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi merupakan 

bagian (bidang) dari pemerintah.  

 

                                                           
36  Devi Rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (Surabaya: Scopindo, 

2019), 39. 
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       Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap 

masalah ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja juga 

dilengkapi dengan berbagai lembaga yang secara teknis 

membantu membidangi hal-hal khusus antara lain: 

1. Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan/memberikan 

bekal kepada tenaga kerja melalui latihan kerja. 

2. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(BP2TKI) sebagai lembaga yang menangani masalah 

penempatan tenaga kerja untuk bekerja baik di sektor 

formal maupun informal di dalam maupun di luar 

negeri. 

       Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan 

di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan dilakukan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi, Kabupaten/Kota. Secara normatif pengawasan 

perburuhan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

1948 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang 

Pengawasan Perburuhan. Dalam Undang-Undang ini 

pengawas perburuhan yang merupakan penyidik pegawai 

negeri sipil yang memiliki wawenang yaitu diantaranya: 

1. Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya; 

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang 

soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan 

dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat 

Undang-Undang dan peraturan perburuhan lainya; 

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

       Peran pegawai pengawas penyidik PNS diatur juga 

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yakni selain penyidik pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai 

pengawas ketenagakerjaan  dapat diberi wawenang 

khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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(Pasal 182 ayat 1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini 

Berwenang:  

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta 

keterangan tentang tindak pidana di bidang 

ketenagakerjaan; 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 

badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di 

bidang ketenagakerjaan; 

4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen 

lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

5. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen 

lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 

6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang ketenagakerjaan dan 

7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat 

cukup bukti yang membuktikan tentang adanya 

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. 

       Pengawasan disertai dengan penegakan hukum (law 

enforcement) di bidang perburuhan/ketenagakerjaan akan 

menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang 

mempunyai dampak positif terhadap perkembangan 

dunia usaha. Selain itu pengawasan perburuhan juga akan 

dapat mendidik pengusaha atau pekerja untuk selalu taat 

menjalankan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di bidang ketenagakerjaan sehingga akan tercipta 

suasana kerja yang harmonis. Sebab sering kali 

perselisihan yang terjadi disebabkan karena pengusaha 

tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

       Pelaksanaan hak-hak normatif pekerja di Indonesia 

saat ini yang masih belum sesuai dengan harapan atau 

dengan kata lain terjadi kesenjangan antara ketentuan 

normatif (law in books) dengan kenyataan di lapangan 
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(law in society/action), salah satu penyebabnya adalah 

belum optimalnya pengawasan perburuhan 

ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

baik secara kuantitas maupun kualitas dari aparat 

pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan. Secara 

kuantitas aparat pengawas perburuhan sangat terbatas 

jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus 

diawasi, belum lagi pegawai pengawas tersebut harus 

melaksanakan tugas-tugas administratif yang dibebankan 

kepadanya. Demikian juga kualitas dalam melaksanakan 

tugas sebagai penyidik yang masih terbatas. Karena itu 

untuk ke depan aparat pengawas selain harus di tingkat 

kualitasnya, hendaknya juga tidak diberikan tugas 

administratif, tetapi dijadikan jabatan fungsional penuh 

sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.
37

 

2. Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

        Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu, dinas yang 

memiliki kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan 

tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah 

provinsi Lampung.
38

 Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung sendiri mencakup lima bidang diantaranya 

Sekretariat, Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan 

Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Bidang 

Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pembinaan pengawasan terhadap tenaga 

kerja dan perusahaan, memberi perlindungan terhadap tenaga 

kerja, melakukan pembinaan terhadap kinerja pegawai 

pengawas ketenagakerjaan serta melakukan penegakan 

hukum dan penindakan terhadap pelanggaran norma 

                                                           
37  Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), 60. 
38  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, “Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung,” Idalamat.com, 08 November 2021, 

https://idalamat.com/alamat/41314/dinas-tenaga-kerja-provinsi-lampung. 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pembinaan tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja.
39

 

            Dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui Dinas 

Tenaga Kerja mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, 

dan penyidikan. Pengawasan biasanya dilakukan ditempat 

kerja dengan melihat dan memeriksa secara langsung syarat-

syarat kerja, waktu kerja, waktu kerja lembur, upah minimal, 

pekerja atau buruh wanita dan anak, serta aspek-aspek 

keselamatan dan kesehatan kerja.
40

 Pengawasan perburuhan 

diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1951 dimaksudkan 

agar perusahaan yang merupakan aset prekonomian tersebut 

dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi 

perusahaan yang kuat dan tidak mengalami hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

            Selain itu pengawasan perburuhan dimaksudkan untuk 

mendidik pengusaha/perusahaan selalu tunduk menjalankan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan 

dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan 

hubungan kerja, karena sering kali perselisihan perburuhan 

disebabkan karena majikan tidak memberikan perlindungan 

hukum kepada buruhnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Di samping itu, pelaksanaan pengawasan perburuhan 

akan menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan perburuhan 

di semua perusahaan secara sama, sehingga menjamin tidak 

terjadinya persaingan yang tidak sehat (unfair competition). 

            Pemerintah melalui pengawas perburuhan berdasarkann 

UU No. 23 Tahun 1948. UU. No. 3 tahun 1951 tentang 

Pengawasan Perburuhan diberikan wawenang diantaranya: 

a. Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan peraturan-

peraturan perburuhan pada khususnya 

                                                           
39  Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung “Bidang Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung,” Balaik3, 15 Juli 2021, https://idalamat.com/alamat/41314/dinas-

tenaga-kerja-provinsi-lampung. 
40 Saloni Waruwu, “Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan 

Apartemen Student Castle,” Jurnal Spektrum Industri, Vol. 14 No. 1 (2016): 1, 

http://dx.doi.org/10.12928/si.v14i1.3705. 
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b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal 

hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang 

seluas-luasnya guna membuat Undang-Undang dan 

peraturan-peraturan perburuhan lainya. 

c. Menjalankan pekerjaan lainya yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

            Pengawasan perburuhan/ketenagakerjaan dilakukan 

dengan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan 

untuk mengamati, mengawasi pelaksanaan hak-hak normatif 

pekerja. Jika hak-hak pekerja belum terpenuhi oleh pengusaha 

pegawai pengawas dapat melakukan teguran agar hak-hak 

pekerja diberikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada, jika tidak diindahkan pegawai pengawas 

yang merupakan penyidik pegawai negeri sipil di bidang 

perburuhan dapat menyidik pengusaha tersebut untuk 

selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan untuk diperoses 

lebih lanjut ke pengadilan.
41

 

 

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja   

       Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur 

atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja dengan 

pengusaha. Di dalam hubungan kerja, masing-masing pihak 

yaitu pekerja dan pengusaha memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing. berikut akan diuraikan beberapa kewajiban 

para pihak yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan.
42

  

       Hak dan kewajiban tenaga kerja semdiri sudah termasuk 

di dalam  pasal 50-66 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No.13 tahun 2003 tentang hubungan kerja dan perjanjian 

kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan 

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh 

                                                           
41  Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 120. 
42  Sonny Taufan, Swisca Yolanda. Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: 

CV. Rasi Terbit, 2015), 16. 
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dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

       Dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 disebutkan bahwa: “Setiap tenaga kerja memiliki 

kesenpatan yang sama tanpa diskriminasi”, dan “Setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
43

 

Hak Pengusaha yaitu diantaranya: 

a. Hak untuk ditaati 

       Seorang pekerja wajib mentaati instruksi yang 

diberikan oleh atasan atau pengusaha yang telah 

mengangkatnya sebagai pegawai. Seorang pegawai yang 

telah diangkat sebagai pekerja wajib konsekuen pada 

aturan dan tata tertib yang dibuat oleh perusahaan. 

Selama instruksi yang diberikan oleh atasanya tidak 

melanggar hukum. 

b. Hak atas konfidensialitas 

        Seorang pengusaha berhak menjaga kerahasiaan 

perusahaan agar tetap memiliki keunggulan persaingan 

dibandingkan kompetitornya. Seorang pegawai yang 

membocorkan rahasia perusahaan dapat dijatuhi 

hukuman karena telah merugikan perusahaan. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan menjual rahasia perusahaan 

kepada perusahaan pesaing. 

c. Hak atas loyalitas pegawai 

       Seorang pengusaha berhak mendapatkan loyalitas 

dari pekerjaanya. Hal ini dikarenakan seorang pekerja 

yang khianat atau tidak amanah pada tempatnya bekerja 

dapat merugikan siapa saja yang ada dalam lingkungan 

kerjanya. Mulai dari konsumen, pekerja lain hingga 

pengusaha itu sendiri. Jangan sampai seorang pekerja 

hanya loyal karena mengutamakan gaji tinggi saja tanpa 

mengedepankan etika dan moralitas. 

 

                                                           
43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
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d. Hak untuk membuat tata tertib 

       Sebuah perusahaan memiliki hak untuk membuat 

tata tertib yang wajib ditaati oleh karyawan yang bekerja 

didalamnya. Dalam tata tertib ini nantinya akan berisi 

seperangkat aturan yang berisi ketentuan, hak, kewajiban, 

dan syarat yang wajib diikuti oleh setiap orang yang ada 

didalamnya.
44

 

       Hak karyawan perusahaan dalam Undang-Undang No. 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi anggota serikat tenaga kerja 

       Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan 

berhak menjadi anggota atau membentuk serikat tenaga 

kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk 

maengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan 

bakat. Karyawan juga mendapatkan jaminan dari 

perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, 

kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan 

kemanusiaan. 

b. Jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja (k3) 

       Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial 

yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua 

hingga pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini, hak 

karyawan bidang jaminan sosial dan k3 adalah berupa 

bpjs dalam rangka pemenuhan hak ini.  

c. Merima upah yang layak 

       Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 

1 Ayat 1, UU Nomor 13 Tahun 2003, PP tahun 1981, 

Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 1999 dan paling baru 

Permenaker Nomor 1 tahun 2017. 

 

                                                           
44 Kemen Kop Ukm Smesta, “Pengusaha dan Pekerja Wajib Memahami UU 

Ketenagakerjaan,” Smesta.Kemenkopukm.go.id, 11 Maret 2022,  

https://smesta.kemenkopukm.go.id/pengusaha-dan-pekerja-wajib-memahami-uu-

ketenagakerjaan/. 
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d. Hak atas perlindungan Keputusan PHK tidak adil 

       Setiap karyawan berhak mendapat perlindungan dan 

bantuan Dinas Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK 

secara tidak adil. 

e. Hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti 

hamil 

       Secara umum hak ini tercantum dalam UU Nomor 

13 tahun 2003 Pasal 76 ayat 2 yang menyatakan bahwa 

perusahaan atau pengusaha dilarang memperkerjakan 

perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandunganya 

dan dirinya sendiri. 

f. Pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur 

       Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 

Pasal 79, hak ini dicantumkan secara jelas. Perusahaan 

wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap 

karyawan. Secara jelas misalnya, terkait waktu istirahat, 

disebutkan bahwa karyawan memiliki hak untuk 

mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah 

jam setelah bekerja selama empat jam.
45

 

       Kewajiban para pihak Berdasarkan Undang-Undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Kewajiban Pengusaha yaitu diantaranya: 

a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang 

sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6 ayat 1) 

b. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau 

pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja (Pasal 

12 ayat 1) 

c. Jika pengusaha memperkerjakan tenaga asing wajib 

memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang 

ditunjuk (Pasal 42 ayat 1), pemberi kerja yang 

menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana 

penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh 

                                                           
45 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, “Hak-Hak Perusahaan dan 

Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” Disnakertrans.ntbprov.go.id, 10 

September 2020, https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-

karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/. 
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menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 43 ayat 1), 

pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan 

mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku 

(Pasal 44 ayat 1), menunjuk tenaga kerja warga Negara 

Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing 

yang dipekerjakan untuk ahli teknologi dan ahli keahlian 

dari tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat 1 huruf a), pemberi 

kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga 

kerja asing yang dipekerjakanya (Pasal 47 ayat 1), 

pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing 

wajib memulangkan tenaga kerja asing ke Negara 

asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir (Pasal 48). 

d. Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi 

pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan 

oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha (Pasal 53). 

e. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 

kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 (tujuh) hari 

sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah 

memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada 

pekerja/buruh bersangkutan (Pasl 59 ayat 5) 

f. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh tidak boleh digunakan untuk pemberi kerja 

untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi (Pasal 66 

ayat 1). 

g. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja 

penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai 

dengan jenis dan drajat kecacatanya (Pasal 67 ayat 1). 

h. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68). 

i. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak 

pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat 

1). 
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j. Tidak mempekerjakan jenis-jenis pekerjaan yang 

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak 

(Pasal ayat 2).
46

 

 

Tenaga Kerja juga mempunyai Kewajiban, diantaranya yaitu: 

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh 

pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan 

kerja 

2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan 

3. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang berlaku di tempat/perusahaan yang 

bersangkutan.
47

 

 

       Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di 

tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja 

atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan 

perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah: 

1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha 

wajib menunjukan dan menjelaskan tentang: 

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat 

kerja. 

b. Semua alat pegaman dan pelindung yang diharuskan. 

c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaanya. 

d. Memeriksakan kesehatan fisik maupun mental tenaga 

kerja yang bersangkutan 

2. Terhadap tenaga kerja yang telah atau sedang 

dipekerjakan, ia berkewajiban: 

a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan 

kecelakaan, penanggulangan kebakaran, P3K, dan 

peningkatan usaha keselamatan dan peningkatan 

usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada 

umumnya. 

                                                           
46  Sonny Taufan, Swisca Yolanda,  Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: 

CV. Rasi Terbit, 2015), 21. 
47  Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 137. 
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       Keselamatan kerja bagi pekerja pada akhirnya 

tergantung juga pada pekerja itu sendiri. Oleh karena 

itu pembinaan, penyuluhan dan latihan-latihan dalam 

rangka meningkatkan kesadaran dan penghayatan 

terhadap keselamatan kerja mempunyai peranan yang 

sangat penting. Antara pembinaan dan latihan 

mempunyai makna tersendiri. 

       Melalui pembinaan dapat disampaikan berbagai 

informasi mengenai keselamatan kerja, cara 

melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar, 

sehingga akan memberikan kejelasan kepada para 

pekerja. Sedangkan latihan menyangkut mengenai 

keterampilan dalam keselamatan kerja. 

       Penyelenggaraan pembinaan bagi pekerja dapat 

dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain: 

1) Ceramah atau Diskusi 

       Metode ceramah dan diskusi diterapkan 

dengan maksud supaya yang dilakukan antara 

pekerja dengan pembicara dapat berkomunikasi 

secara langsung, sehingga pekerja benar-benar 

memahami dan mengetahui apa yang 

diceramahkan. Pembinaan seperti ini hendaknya 

dilakukan secara berkala, meskipun tidak 

dilaksanakan secara bersamaan, mengingat 

adanya proses produksi yang tidak dapat 

ditinggalkan. 

2) Poster atau slogan 

       Poster atau slogan adalah salah satu cara 

untuk mengingatkan pekerja agar selalu berhati-

hati. Poster atau slogan ini macam-macam 

wujudnya, bisa berupa gambar yang lucu, 

menyedihkan, memberikan nasehat dan 

sebagainya. Menurut Suma‟ur poster yang 

memperlihatkan kemanfaatan kalau berhati-hati, 

poster ini baik untuk menguatkan semangat 

pekerja yang mungkin ada dalam keraguan. 
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Selain itu ada poster negatif, yaitu poster yang 

memperlihatkan bahaya. 

       Pembinaan dan penyuluhan yang sangat penting 

dan diberikan kepada pekerja adalah:  

1) Pemberantasan Kebakaran 

2) Pembinaan Pertama pada Kecelakaan 

3) Pembinaan Peningkatan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

b. Memeriksakan Kesehatan Kerja 

       Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja penting 

sekali dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk 

melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan 

atau lingkungan tempat kerja. Melaksanakan 

pelayanan kesehatan kerja diperusahaan merupakan 

tugas dari tenaga paramedis. Oleh karena itu agar 

tenaga paramedis dapat melaksanakan tugas dengan 

baik, maka pihak perusahaan diwajibkan 

mengirimkan tenaga paramedisnya untuk dididik 

mengenai hyperkes dan keselamatan kerja seperti 

yang termaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor : 02/MEN/1979 

tentang Kewajiban latihan hyperkes dan keselamatan 

kerja bagi para tenaga paramedis perusahaan, dimana 

dalam pasal 1 disebutkan: “Setiap perusahaan yang 

memperkerjakan tenaga paramedis diwajibkan untuk 

mengirimkan setiap tenaga untuk mendapatkan 

latihan dalam bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

       Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Menteri Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1980 

tentang pemeriksaan kesehatan kerja dalam 

penyelenggaraan keselamatan kerja telah ditentukan 

bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja yaitu 

meliputi pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan 
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secara berkala, dan pemeriksaan khusus. Hal tersebut 

dimaksudkan agar pekerja dalam kondisi yang benar-

benar sehat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut 

maka pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja dapat 

dilakukan secara bertahap. 

c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat 

perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat 

kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja. 

       Penyediaan alat perlindungan diri yang cukup 

akan dapat menghindarkan dari atau dapat diri atau 

dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin 

timbul atau terjadi. Hal ini harus diperhatikan oleh 

perusahaan, apalagi alat perlindungan tersebut 

merupakan salah satu fasilitas dari perusahaan untuk 

pekerja, dengan kata lain alat perlindungan diri harus 

disediakan perusahaan secara cuma-cuma untuk 

pekerja tanpa dipungut biaya. Seperti “Pengurus 

diwajibkan Menyediakan secara cuma-cuma semua 

alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga 

kerja yang berada dibawah pimpinanya dan 

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki 

tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-

petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai 

pengawas atau ahli keselamatan kerja.” 

       Berdasarkan pada ketentuan tersebut, alat 

perlindungan diri tidak saja disediakan untuk para 

pekerja, tetapi juga untuk orang lain yang memasuki 

tempat kerja dalam lingkungan perusahaan tersebut. 

Alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan 

satu dengan yang lain biasanya tidak sama, hal ini 

didasarkan pada jenis pekerjaanya atau jenis usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Adapun jenis alat perlindungan yang biasa digunakan 

oleh perusahaan tekstil adalah: 

1) Penutup telinga 

       Dalam suatu perusahaan khususnya ruang 

produksi yang dipenuhi dengan mesin-mesin, 
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biasanya akan menimbulkan suara yang sangat 

bising. Pekerja yang selalu berada dalam situasi 

bising terus-menerus dan tidak menggunakan 

penutup telinga cepat atau lambat akan 

mempengaruhi pendengaranya. Oleh karena itu 

alat penutup telinga sangatlah penting dan mutlak 

keberadaanya atau harus ada dalam industri-

industri yang menggunakan mesin-mesin 

bersuara keras. 

2) Masker 

       Masker adalah alat yang digunakan untuk 

menutup mulut dan hidung. Masker sangat 

diperlukan untuk industri tekstil dalam hal 

industri contohnya industri batik, sebab dalam 

industri ini menggunakan bahan zat-zat kimia 

yang cukup berbahaya. Apabila sampai terhirup 

tentunya dapat merusak paru-paru. 

3) Topi Pengaman 

       Topi pengaman banyak macamnya, ada yang 

terbuat dari kain, ada pula yang terbuat dari 

plastik. Para pekerja diwajibkan untuk 

menggunakan topi pengaman. Topi pengaman ini 

sangat berguna bagi para pekerja, terutama 

pekerja perempuan, terlebih lagi yang berambut 

panjang. Topi harus dipakai agar tidak terganggu 

saat melakukan pekerjaan. Sebab rambut yang 

panjang apabila dibiarkan terurai akan 

mengganggu bahkan jika tidak hati-hati rambut 

akan masuk mesin. 

4) Alat-alat perlindungan diri lainya 

       Alat perlindungan diri lainya yang biasa 

digunakan antara lain sepatu boat, kaos tangan, 

penutup mata dan lain-lain. 

d. Memasang gambar dan undang-undang keselamatan 

kerja serta bahan pembinaan lainya di tempat kerja 

sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli 

keselamatan dan kesehatan kerja. 
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       Dalam pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan 

bahwa: “Pengurus diwajibkan Secara tertulis 

menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya, 

semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, 

sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan 

pelaksanaanya yang berlaku bagi tempat kerja yang 

bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah 

dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai 

pengawas atau ahli keselamatan kerja.” Berdasarkan 

pasal tersebut maka pengusaha mempunyai 

kewajiban untuk menempelkan syarat keselamatan 

kerja dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 di 

tempat-tempat strategis di tempat kerja. 

       Mengenai kewajiban pengusaha untuk 

memasang gambar keselamatan kerja  di tempat kerja 

diatur dalam pasal 14 huruf b Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1970 yang menentukan bahwa: 

“Pengurus diwajibkan Memasang dalam tempat kerja 

yang dipimpinya, semua gambar keselamatan kerja 

yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainya, 

pada  tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca 

menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli 

Keselamatan Kerja.” 

       Memasang gambar-gambar keselamatan kerja di 

tempat kerja sangatlah penting, sebab pemasangan 

gambar-gambar tersebut dapat dipergunakan sebagai 

salah satu alat untuk memberikan suatu informasi 

pada pekerja atau paling tidak dipergunakan sebagai 

alat memperingatkan kepada para pekerja mengenai 

suatu hal yang harus dilakukan atau apa yang tidak 

boleh dilakukan. 

e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk 

peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang 

terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor 

Departemen Tenaga Kerja setempat. 
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f. Membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke 

Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah 

mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor 

Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. 

g. Mentaati semua persyaratan keselamatan dan 

keselamatan kerja baik yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh 

pegawai pengawas. 

       Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nmor 1 

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan 

bahwa: “Pengurus diwajibkan memenuhi dan 

mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja 

yang dijalankanya.” Berdasarkan pada pasal diatas, 

maka pengusaha sebagai pihak pemilik perusahaan 

juga mempunyai konsekuensi melaksanakan 

peraturan mengenai keselamatan kerja yang 

ditetapkan. Jadi pelaksanaanya tidak tumpang tindih 

antara pekerja dan pengusaha.
48

 

 

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

       Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:  

       Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas: 

1) Keselamatan dan kesehatan kerja 

2) Moral dan kesusilaan 

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai agama 

       Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
48 Mohammad Kautzar Riski Saifullah, “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja” 

(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2008), 75. 
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       Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja disebutkan bahwa: 

“Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, 

diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan 

memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.”
49

 

       Menurut Suma‟ur, keselamatan kerja adalah keselamatan 

yang berkaitan dengan mesin, pesawat landasan tempat kerja 

dan lingkunganya serta cara-cara pengolahanya. Salah satu 

aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko 

bahayanya, adalah penerapan teknlogi muktahir. Dengan 

demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja 

merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dari bahaya 

yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja 

yang aman bagi buruh. Tujuan peraturan keamanan adalah 

sebagai berikut: 

1) Melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat ia 

melakukan pekerjaan. 

2) Menjaga agar supaya orang-orang yang telah berada 

disekitar tempat kerja terjamin keselamatanya. 

3) Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan 

dipergunakan secara aman dan berdaya guna. 

Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja yaitu: 

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuanya untuk 

memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan 

mengembangkan kehidupanya sebagaimana manusia 

pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 

masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial 

juga disebut kesehatan kerja. 

2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar 

pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang 

                                                           
49  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 
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dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai 

keselamatan kerja. 

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan 

yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan 

kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna 

memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan 

keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak 

mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. 

Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan 

sosial. 

       Kesehatan kerja adalah kondisi kesehatan bertujuan 

pekerja memperoleh drajat kesehatan setinggi-tingginya, baik 

jasmani, rohani, maupun sosial melalui pencegahan dan 

pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan pekerjaan dan 

lingkungan kerja. Menurut Undang-Undang Pokok 

Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, Bab 1 Pasal 2, keadaan 

sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, 

rohani dan kemasyarakatan. Keselamatan kerja adalah 

keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. 

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja 

(PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. 

       Pada kondisi kesehatan baik, lingkungan kerja sehat, 

proses kerja aman, dan hubungan kerja yang damai, maka 

tenaga kerja dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab 

dengan kemampuan terbaik mereka. Pelaksanaan K3 di 

tempat kerja masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan 

karena masih rendahnya pengetahuan K3 dan umumnya 

manajemen masih menganggap sebagai pemborosan. 

Teknologi dan proses produksi semakin kompleks 

menghasilkan berbagai faktor polutan beragam bentuknya 

serta tingkat paparanya baerbahaya bagi tenaga kerja. Polutan 

itu tentunya memerlukan penanganan dengan pengetahuan 

dan keterampilan personalia K3 di setiap tempat kerja 

industri atau perusahaan. 
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       Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja bertujuan 

untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan 

rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. 

Penerapan K3 memiliki beberapa tujuan dalam 

pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 

1970 tentang keselamatan kerja dengan tiga tujuan utama 

yaitu: 

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga 

kerja dan orang lain di tempat kerja. 

2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan 

secara aman dan efisien. 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. 

       Syarat-syarat K3 ditetapkan sejak tahap perencanaan, 

pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, 

pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan 

penyimpanan bahan, barang, produksi teknis dapat 

menimbulkan bahaya kecelakaan. Keselamatan dan 

kesehatan kerja mempunyai sasaran sebagai berikut: 

1. Mencegah terjadinya kecelakaan 

2. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan 

3. Mecegah/mengurangi kematian 

4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap 

5. Mengamankan material, kontruksi, pemakaian, 

pemeliharaan bangunan-bangunan alat-alat kerja, mesin-

mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan 

sebagainya 

6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga 

kerja dan menjamin kehidupan produksinya 

7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan 

sumber-sumber produksi lainya sewaktu kerja dan 

sebagainya.
50

 

       Secara garis besarnya Islam juga mengatur tentang 

perlindungan terhadap pekerja dikategorikan pada dua hal 

yaitu keselamatan atau keamanan pekerja, dan kesehatan 

                                                           
50 Yuliani, E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2014), 5. 
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pekerja. Masing-masing kategori ini memiliki jenis-jenis 

tersendiri sebagaimana diuraikan pada penjelasan berikut: 

1. Keselamatan atau keamanan Pekerja  

       Keselamatan atau keamanan pekerja terkait dengan 

perlindungan pekerja meliputi pembebanan, kerja 

terhadap pekerja yang tidak berlebihan, pemberian 

bantuan terhadap pekerja yang diberikan beban kerja 

lebih, dan keamanan pekerja di lingkungan tempat kerja. 

a. Pembebanan kerja terhadap pekerja yang tidak 

berlebihan 

       Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memberikan keselamatan dan keamanan pekerja 

adalah pemberian beban kerja yang tidak berlebihan 

kepada mereka artinya larangan pemberian tugas 

kepada pekerja di luar kemampuanya baik secara 

fisik maupun mental. Pemberian pekerjaan diluar 

kemampuan secara fisik adalah memberikan 

pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga yang kuat 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan-

pekerjaan fisik dan membutuhkan tenaga besar 

memiliki peluang bagi pekerjanya mengalami 

berbagai penyakit. Sumber-sumber potensial penyakit 

yang berhubungan dengan pekerjaan berat adalah 

penyakit berbahaya seperti arsenik, asbes, bensin, 

biklometileter, debu batu bara, asap tungku batu 

arang, debu kapas, timah, radiasi vinil klorida.  

       Para pekerja yang berat kemungkinanya terkena 

bahaya-bahaya ini meliputi pekerja-pekerja di pabrik 

kimia dan penggilingan minyak, penambang, pekerja 

pabrik tekstil dan pabrik baja, pekerja di peleburan 

timah, teknisi medis, tukang cat, pembuat sepatu dan 

pekerja industri plastik. Salah satu hadis yang 

menjadi dalil tidak bolehnya memberikan pekerjaan 

diluar kemampuan pekerja adalah hadist Abu Thahir 

yang berbunyi: 
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 ِْ ْْبٍ أخَْبَزََبَ ٔ حَدَّثًَُِ أبَُٕ انطَّب َٔ  ٍُ ٍِ سَزْحٍ أخَْبزَََبَ ابْ زِٔ بْ ًْ ٍُ عَ دُ بْ ًَ زِ أحَْ

تَ  ًَ ِِ نىَ فبَ ْٕ ٌِ يَ ٍْ انْعجَْلَ ٍَ الْْشََجِّ حَدَّثَُّ عَ ٍْزَ بْ ٌَّ بكَُ ٍُ انْحَبرِدِ أَ زُٔ بْ ًْ عَ

سَهَّىَ أَََّ  َٔ  ِّ ُ عَهٍَ ِ صَهَّى اللََّّ ٍْ رَسُٕلِ اللََّّ ٌْزَةَ عَ ٍْ أبًَِ ُْزَ هُٕكِ عَ ًْ ًَ ُّ قبَلَ نِهْ

مِ الََّّ يَب ٌطٍُِقُ )رٔاِ يسهى(. ًَ ٍْ انْعَ لََّ ٌكَُهَّفُ يِ َٔ حُُّ  َٕ كِسْ َٔ َِعبَيُُّ   

 

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Abu 

AtThahir Ahmad ibn „Amru ibn Sarh telah 

mengabarkan kepada kami ibn Wahab telah 

mengabarkan kepada kami „Amru ibn Al Asyaj telah 

menceritakan kepadanya dari Al „ajlan bekas budak 

Fatimah, dari Abu Hurairah dari Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: 

“seseorang budak itu berhak mendapatkan makan 

dan sandang (dari tuanya) dan janganlah dia 

dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai 

dengan kemampuanya.” (H.R. Muslim)  

 

b. Pemberian bantuan terhadap pekerja yang diberikan 

beban kerja lebih 

       Rasulullah SAW memerintahkan agar pemberi 

kerja memberikan bantuan kepada pekerja apabila 

mereka diberikan pekerjaan. Bentuk bantuan yang 

dimaksud disini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

pekerja pada jamanya. Pemberian beban lebih 

mengandung makna pekerjaan tersebut berada diluar 

kemampuan pekerja dalam melaksanakanya. Makna 

lain adalah pemberian kerja kepada pekerja yang 

memiliki resiko dan bahaya yang tinggi walaupun 

pekerjaan itu tidak memerlukan kekuatan tenaga, 

seperti pemberian kerja kepada pekerja untuk 

menjaga peralatan berharga dan beresiko tinggi. 

Dalam hal ini pemberi kerja harus memberikan 

peralatan atau alat keamanan lainya agar pekerja 

terjamin keselamatanya.  

       Perlindungan seperti ini dinamakan dengan 

perlindungan teknis yang mengusahakan agar pekerja 

terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat 
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ditimbulkan oleh alat, perkakas, pesawat, mesin 

maupun alat kerja lainya, atau bahan yang diolah dan 

dikerjakan pekerja di perusahaan. Penyediaan 

peralatan seperti ini merupakan bantuann pemberi 

kerja kepada pekerja yang diberi pekerjaan lebih oleh 

pemberi kerja. Penyediaan tempat kerja yang baik 

menunjang kesehatan jerja pekerja merupakan bentuk 

bantuan pemberi kerja terhadap pekerjanya ketika ia 

memberikan pekerjaan yang berat kepada para 

pekerjaanya. Penyediaan tempat ini tentunya harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu untuk 

menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan 

kecelakaan, keracunan, penularan penyakit dan 

gangguan debu, gas, uap, dan bau tidak 

menyenangkan, menjamin kebersihan, dan ketertiban, 

memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi 

persyaratan untuk melakukan pekerjaan dan suhu 

yang sesuai serta peredaran udara yang baik. Adapun 

ruang lingkup pemenuhan syarat tersebut meliputi 

gedung, gedung tambahan, halaman, jalan, jembatan, 

atau tempat lain yang menjadi bagian dari perusahaan 

dan masih terletak dalam halaman perusahaan, kamar 

mandi dan wc, dapur, dan ruang makan, ruang 

makan, ruang kerja serta alat perlengkapan kerja. 

Penyediaan fasilitas bagi pekerja seperti ini 

merupakan sikap yang mencontohkan prilaku baik 

terhadap pekerja yang dianjurkan oleh Rasulullah 

SAW. 

 

c. Keamanan Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja 

       Pemberi kerja wajib memberikan keamanan bagi 

pekerja di lingkungan tempat kerjanya sehingga para 

pekerja merasa nyaman dalam melakukan tugas-

tugasnya. Bentuk-bentuk pengamanan yang harus 

diberikan kepada pekerja terkait dengan pemekerjaan 

anak, pemekerjaan wanita pada malam hari, 

penyediaan tempat-tempat tinggal pekerja yang tidak 
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layak kondisi. Bentuk menciptakan rasa nyaman pada 

para pekerja tentunya berkembang sesuai dengan 

mamsa dan tempatnya. Pada masa Rasulullah SAW 

tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap 

budaknya sudah termasuk menciptakan rasa nyaman 

terhadap pekerja. Pada saat sekarang ini bentuknya 

mengalami perkembangann, artinya disamping tidak 

melakukan intimidasi atau terror kepada pekerja 

sebagai bentuk pemberian pemberian rasa nyaman 

pada mereka, pemberi kerja juga harus melakukan 

upaya-upaya preventip lainya untuk melindungi 

pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan 

beresik mengalami cedera, penyakit, kecacatan, 

sampai pada kematian agar rasa aman dam bekerja itu 

lebih terwujud. 

       Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan 

tersebut gagal, pemberi kerja tetap bertanggung 

jawab atas resiko-resiko, dalam bentuk 

kompensasi/ganti kerugian. Adapun sub prinsipnya 

mencakup tanggung jawab pemberi kerja untuk 

memastikan bahwa pekerja memahami adanya resiko, 

memastikan bahwa cara kerja yang akan dilakukan 

aman bagi pekerja (alat kerja dan cara 

mengoperasionalkanya aman), memastikan bahwa 

pekerja memahami langkah-langkah pencegahan 

timbulnya resiko dan bahwa sarana dan prasarana 

pencegahanya tersedia dengan memadai dan dalan 

kondis baik. 

d. Larangan memberikan hukuman fisik pada pekerja 

        Pekerja yang tidak melakukan pekerjaanya 

secara profesional akan dikenakan sanksi oleh 

pemberi kerja. Sanksi yang diberikan tersebut tidak 

dibenarkan mengenai fisik para pekerja. Melakukan 

kekerasan, pemukulan tidak dibenarkan dikenakan 

kepada para pekerja. 

2. Kesehatan kerja 
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       Kesehatan kerja merupakan perlindungan pekerja 

dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu 

kesehatan fisik, psikis dan kesusilaanya. Kondisi 

fisiologis fisikal meliputi penyakit-penyakit dan 

kecelakaan kerja, seperti kehilangan nyawa atau anggota 

badan, cedera yang diakibatkan gerakan berulang-ulang, 

sakit punggung, sindrom carpal tunnel, penyakit-

penyakit kardiovaskular, berbagai jenis kanker, seperti 

kanker paru-paru dan leukemia, ephisema serta arthiritis. 

Kondisi-kondisi lain yang diketahui sebagai akibat dari 

tidak sehatnya lingkungan pekerjaan meliputi penyakit 

paru-paru putih, penyakit paru-paru coklat, penyakit 

paru-paru hitam, kemandulan, kerusakan sistem saraf 

pusat, dan bronhitis kronis.  

       Kondisi-kondisi psikologis diakibatkan oleh stress 

pekerjaan dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah. 

Hal ini meliputi ketidakpuasan, sikap apatis, penarikan 

diri, penonjolan diri, pandangan sempit, menjadi pelupa, 

kebingungan terhadap peran dan kewajiban, tidak 

mempercayai orang lain, bimbang dalam mengambil 

keputusan, kurang perhatian, mudah marah, selalu 

menunda pekerjaan, dan kecenderungan untuk mudah 

putus asa terhadap hal-hal yang remeh.  

       Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan 

beratnya kecelakaan-kecelakaan kerja, penyakit dan hal-

hal yang berkaitan dengan stress, serta mampu 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, 

perusahaan akan semakin efektif. Peningkatan-

peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan: 

a. Meningkatnya produktivitas karna menurunya 

jumlah hari kerja yang hilang. 

b. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang 

lebih berkomitmen. 

c. Menurunya biaya-biaya Kesehatan dan asuransi. 

d. Tingkat kompensasi pekerja dan pembiayaan 

langsung yang lebih rendah karena menurunya 

pengajuan klaim. 
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e. Fleksibilitas dan adabtabilitas yang lebih besar 

sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa 

kepemilikan. 

f. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena 

meningkatnya citra perusahaan. Perusahaan 

kemudian dapat meningkatkan keuntunganya secara 

subtansial. 

g. Dengan demikian secara umum prlindungan pekerja 

di tempat kerja (work place), mencakup: 

1) Keselamatan dan Kesehatan kerja 

2) Moral dan kesusilaan 

3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia secara agama.
51

 

       Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, 

karena di dalam pelaksanaanya disamping dilandasi oleh 

peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu 

tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula 

keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang 

mengandung banyak aspek, misalnya; hukum, ekonomi 

maupun sosial. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 

di tempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama-sama 

oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga 

kerja. Dalam pelaksanaanya pimpinan atau pengurus dapat 

dibantu oleh petugas keselamatan dan kesehatan kerja dari 

tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud 

dengan petugas keselamatan dan kesehatan kerja adalah 

karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di 

bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh 

pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya. 

                                                           
51 Muhammad Arsad Nasution, “Perlindungan Pekerja Menuruh Hukum 

Islam (Analisis terhadap Al-Qur‟an dan Hadits),” Yurisprudentia: Jurnal Hukum 

Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (2019): 134-122, 

https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v5i2.1875. 
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       Sedangkan yang bertugas mengawasi atau ditaati atau 

tidak peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan 

dan kesehatan kerja ini adalah: 

1. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 

pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen 

Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 

2. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yaitu teknis 

berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga kerja 

yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 

 

       Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan 

kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat 

kerja/perusahaan atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau 

pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah: 

1. Tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban 

menunjukan dan menjelaskan tentang: 

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat 

kerja.  

b. Semua alat pengamanan dan pelindung yang 

diharuskan. 

c. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaanya. 

d. Memeriksakan kesehatan fisik maupun mental tenaga 

kerja yang bersangkutan 

2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia 

berkewajiban: 

a. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan 

kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian 

pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan 

peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja 

pada umumnya. 

b. Memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental 

secara berkala. 

c. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat 

perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat 

kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja. 
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d. Memasang gambar dan Undang-Undang keselamatan 

kerja serta bahan pembinaan lainya di tempat kerja 

sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk 

peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang 

terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor 

Departemen Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja) 

setempat. 

f. Membayar biaya pengawasan keselamatan dan 

kesehatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara 

setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya 

oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja 

(Dinas Tenaga Kerja) setempat. 

g. Menaati semua persyaratan keselamatan dan 

kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh 

pegawai pengawas. 

 

       Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja 

yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal 

dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini 

secara umum dapat diartikan: “suatu kejadian yang tidak 

diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan 

proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.” Kecelakaan 

kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan 

hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja 

yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju 

tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa 

atau wajar dilalui jadi kecelakaan kerja  menurut UU No. 3 

tahun 1992 meliputi: kecelakaan yang terjadi berhubung 

dengan hubungan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi pada 

saat pekerja melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja 

umumnya kecelakaan terjadi di tempat kerja atau yang biasa 

disebut in plant dan terjadi pada saat jam kerja, kemudian 

kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari 
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rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan 

yang biasa atau wajar dilalui yaitu kecelakaan lalu lintas yang 

dialami pekerja dalam perjalanan pada saat akan berangkat ke 

tempat kerja atau pulang menuju tempat tinggalnya, 

kecelakaan ini biasanya disebut out plant dan terjadi diluar 

jam kerja. 

       Jenis kecelakaan yang termasuk dalam kecelakaan kerja 

berdasarkan UU No.3 tahun 1992 adalah penyakit yang 

timbul karena hubungan kerja yaitu penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan atau hubungan kerja. Setiap 

tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena 

hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja 

baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah 

hubungan kerja berakhir. Hak atas jaminan kecelakaan kerja 

bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir 

diberikan, apabila menurut hasil diagnosis dokter yang 

merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama 

tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja. 

Hak jaminan tenaga kerja dimaksud diatas, diberikan apabila 

penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 tahun 

terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Kecelakaan kerja 

adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan. 

Kejadianya tidak terdapat unsur kesengajaan, dan terencana. 

Kecelakaan kerja seringkali menimbulkan cacat. 

 Adapun sebab-sebab kecelakaan kerja diantaranya yaitu: 

1. Faktor manusianya 

Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya 

pengetahuan, salah penempatanya misalnya tenaga kerja 

lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi 

ditempatkan di bagian tata usaha. Faktor-faktor yang 

terdapat pada manusianya terdiri dari: 

a. Umur   

Umur muda pada umumnya lebih sedikit mendapat 

kecelakaan kerja dibandingkan umur tua, hal ini 

disebabkan kecepatan reaksi umur muda sering 
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bertindak ceroboh sehingga dapat menimbulkan 

kecelakaan kerja. 

b. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap 

kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja biasanya terjadi 

akibat terkena mesin terutama pada pekerja yang 

mempunyai pengalaman kerja kurang dari satu tahun. 

c. Jenis Kepribadian Manusia 

Faktor kejiwaan mempunyai pengaruh terhadap 

kecelakaan kerja, emosi, motivasi kerja dan ceroboh 

mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kecelakaan 

kerja. 

1) Tingkat Pendidikan dan Keterampilan 

Tingkat pendidikan yang tinggi akan 

mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja, 

begitu pula latihan sebelum melakukan pekerjaan 

akan mempengaruhi timbulnya kecelakaan kerja.  

2) Kelelahan  

Kelelahan baik fisiolgis maupun psikologis dapat 

meningkatkan kecelakaan kerja. Kelelahan akan 

menurunkan kemampuan kerja dan ketahanan 

tubuh pekerja. 

Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan 

kerja adalah: 

1) Magang dan murid yang bekerja pada 

perusahaan, baik yang menerima upah maupun 

tidak. 

2) Magang merupakan tenaga kerja yang secara 

nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau 

karyawan untuk perusahaan, tetapi telah 

melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian 

pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan 

dalam rangka praktek, berhak atas jaminan 

kecelakaan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja. 

3) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika 

yang memborong adalah perusahaan 
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4) Pemborong yang bukan pengusaha dianggap 

bekerja pada pengusaha yang memborong 

pekerjaan. 

5) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan 

6) Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan 

perlu diberi perlindungan berupa jaminan 

kecelakaan kerja jika tertimpa kecelakaan kerja.  

2. Faktor Pekerjaan  

a. Jam Kerja 

Ketetapan kerja yang berlaku adalah 7 (tujuh) jam 

sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu untuk 5 

(lima) hari kerja. Waktu istirahat dianjurkan 20-30% 

jam kerja atau paling sedikit 15% dari 5 hari selama 

6 jam jumlah jam kerja tiap minggu. 

b. Pergeseran waktu atau shift kerja 

Shift kerja dari malam ke siang kemudian ke pagi 

hari dapat menimbulkan kecelakaan kerja tinggi pada 

tenaga kerja yang bekerja pada malam hari.    

3. Faktor Lingkungan Kerja 

a. Faktor Kimia 

Disebabkan oleh bahan baku dan bahan pembantu 

proses produksi dan hasil proses produksi. Unsurnya 

dapat dikelompokan bahan yang mudah terbakar, 

mudah meledak dan lain-lain. Contoh kecelakaan 

kerja oleh karena pabrik petasan, bengkel dan lain-

lain. 

b. Faktor fisika  

1) Pencahayaan  

Pencahayaan yang tidak baik akan memudahkan 

timbulnya kecelakaan kerja. 

2) Panas atau Cuaca Kerja  

Untuk bekerja dengan baik dibutuhkan suhu 

ruangan efektif. Suhu efektif di Indonesia antara 

22-27℃, suhu ini akan memberikan pengaruh 

nyaman pada tenaga kerja untuk melakukan 

pekerjaan 



72 

3) Kebisingan 

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki. 

Suara ini akan menimbulkan gangguan pada 

komunikasi, pendengaran dan dapat 

meningkatkan kecelakaan kerja. 

c. Faktor Biologi  

Bermacam-macam bakteri, jamur, virus yang 

terdapat di lingkungan kerja dapat menimbulkan 

kecelakaan kerja.
52

 

       Dengan faktor-faktor di atas, merupakan kewajiban 

pengusaha untuk menjelaskan kepada pekerja/buruhnya 

terutama yang baru tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat 

kerjanya. 

2. Tentang semua alat pengaman dan pelindung yang ada di 

tiap ruang kerjanya serta cara penggunaanya. 

3. Tentang semua alat pelindung diri bagi tenaga kerja 

dalam hal terjadinya bahaya. 

4. Tentang cara dan sikap serta perlakuan yang aman dalam 

pelaksanaan kerja. 

       Di samping itu, perlu juga diupayakan pencegahan 

jangan sampai pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja. 

Upaya ini lebih penting daripada upaya penyembuhan, karena 

dengan upaya pencegahan disamping untuk menghindari 

resiko yang mungkin menimpa pekerja/buruh, juga guna 

melaksanakan kewajiban lain di bidang norma kerja. Upaya-

upaya pencegahan tersebut meliputi: 

1. Eliminasi, yaitu pemindahan sumber bahaya. 

2. Substitusi, yaitu mengganti dengan bahan yang kecil 

potensi bahayanya. 

3. Isolasi, yaitu proses kerja berbahaya disendirikan atau 

dipisahkan. 

                                                           
52 Mohammad Kautzar Riski Saifullah, “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja” 

(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2008), 67. 
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4. Enclosing, yaitu mengurung sumber bahaya atau 

membuat barter terhadap gerakan udara. 

5. Ventilasi, yaitu mengalirkan udara dan menyedot gas. 

6. Penyempurnaan proses, yaitu mengurangi sumber bahaya 

yang ditimbulkan dalam proses. 

7. Penyempurnaan produksi, yaitu mewaspadai sumber 

bahaya dalam produksi dan membuat proses produksi 

aman untuk mencapai K3 (Keselamatan dan dan 

Kesehatan kerja). 

8. Housekeeping, yaitu menciptakan kerumahtanggaan yang 

baik dalam kerja yang meliputi kebersihan, kerapian, dan 

pengontrolan. 

9. Peniadaan debu. 

10. Maintenance, yaitu pemeliharaan proses produksi dan 

control yang baik. 

11. Sanitasi, yaitu hygiene perorangan yang meliputi mandi, 

pakaian, dan fasilitas kesehatan lainya. 

12. Operational practies, yaitu inpeksi dan analisis K3. 

13. Pendidikan, yaitu meliputi pendidikan kesehatan dan job 

training. 

14. Membuat label dan tanda peringatan terhadap sumber 

bahaya. 

15. Penggunaan alat pelindung diri yang meliputi masker, 

kacamata, pakaian kerja khusus, sepatu boat, dan 

sebagainya. 

16. Monitoring lingkungan kerja dengan melakukan 

sampling dan analisis. 

17. Pengendalian dan air buangan secara hygienis. 

18. Administrative control, yaitu melakukan administrasi 

kerja yang sehat dan pengurangan jam kerja yang sehat 

dan pengurangan jam bekerja atau pemberian istirahat 

kerja. 

19. Pemeriksaan kesehatan. 

20. Management control.53
 

                                                           
53 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 130. 
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       Sedangkan akibat dari kecelakaan industri ini dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu:  

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain: 

a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan 

bangunan; 

b. Biaya pengobatan dan perawatan korban; 

c. Tunjangan kecelakaan; 

d. Hilangnya waktu kerja; 

e. Menurunya jumlah maupun mutu produksi. 

2. Kerugian yang bersifat non ekonomis 

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga 

kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, 

luka/cedera berat, maupun luka ringan.       

       Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang 

bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan 

yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga 

memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan 

kesehatan kerja adalah: 

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga 

kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun 

sosial. 

2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan 

kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan 

kerja. 

3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau 

pekerjaan dengan tenaga kerja. 

4. Meningkatkan prduktivitas kerja. 

Sumber-sumber bahaya bagi Kesehatan Tenaga Kerja, 

adalah: 

1. Faktor fisik 

2. Faktor kimia 

3. Faktor biologis 

4. Faktor faal 

5. Faktor psikologis
54

   

                                                           
54 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 142. 
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        Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang 

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang 

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 

hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan sosial 

tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1992 adalah: merupakan hak setiap tenaga kerja yang 

sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada 

hakikatnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksud 

untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus 

penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang.  

       Di samping itu, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mempunyai beberapa aspek antara lain: 

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta 

keluarganya. 

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik 

kemandirian pekerja, sehingga pekerja tidak harus 

meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan 

kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, 

hari tua, dan lainya. 

 

Berkut ini jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja yaitu 

diantaranya: 

1. Jaminan kecelakaan kerja 

       Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja 

merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan. Untuk mengulangi hilangnya 

sebagian atau seluruh penghasilanya yang diakibatkan 

oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik 

fisik maupun maental, maka perlu adanya Jaminan 

Kecelakaan Kerja. 
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2. Jaminan kematian 

       Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya 

penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan 

sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh 

karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya 

meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya 

pemakaman maupun santunan berupa uang. 

3. Jaminan hari tua 

       Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah 

karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya 

upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga 

kerja dan mempengaruhi ketenagakerjaan sewaktu masih 

bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilanya 

rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian 

penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala 

pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh 

lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. 

4. Jaminan pemeliharaan kesehatan 

       Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di 

bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena upaya 

penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan 

memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka 

sudah selayaknya diupayakan pengulangan kemampuan 

masyarakat melalui Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Disamping itu, pengusaha berkewajiban 

mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang 

meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan 

(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan 

(rehabilitatif).
55

 

                                                           
55 Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja,” Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 8 No. 1 (Januari-Maret 2014): 65, 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/286/261. 
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       Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 UU 24/2011 

dinyatakan bahwa BPJS dibagi dalam dua jenis dengan ruang 

lingkup, yaitu: 

1. BPJS Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan program 

jaminan kesehatan. 

2. BPJS Ketenagakerjaan, berfungsi menyelenggarakan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 

jaminan pensiun, dan jaminan kematian.   

Dalam melaksanakan fungsi tersebut BPJS 

bertugas untuk: 

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan 

pemberi kerja 

3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah  

4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta 

5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program 

jaminan sosial 

6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan 

sosial  

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan 

program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat 

(Pasal 10 UU 24/2011). 

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS 

berwenang untuk: 

1. Menagih pembayaran iuran 

2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka 

pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan 

aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan 

dana, dan hasil yang memadai 

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan 

peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibanya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

jaminan sosial nasional 
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4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan 

mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang 

ditetapkan oleh pemerintah  

5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan 

fasilitas kesehatan 

6. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau 

pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibanya. 

7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang 

berwenang mengenai ketidakpatuhanya dalam membayar 

iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan 

8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

penyelenggaraan program jaminan sosial (Pasal 11 UU 

24/2011). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 

1.        Peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam 

mengatasi kecelakaan kerja terbagi menjadi 3 tiga bagian 

yaitu kelembagaanya dengan pembentukan panitia pembina 

K3 dan penerapan sistem manajemen K3, peralatan K3, dan 

sumber daya manusia. Pengawasan ketenagakerjaan adalah 

kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Untuk 

menghindari tumpang tindih antara hak para pekerja dan para 

penguasa. Dan hak para buruh dapat terpenuhi dengan layak. 

Pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di 

tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja atau 

pengusaha sesuai peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

2.        Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung dalam mengatasi kecelakaan kerja 

adalah Siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan 

salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam 

karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan Negara. Sama halnya Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya sesuai 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003.  

 

B. Rekomendasi 

     Adapun penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan 

dapat menjadi tambahan wawasan bagi seluruh masyarakat 

khususnya ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung, ditujukan kepada perusahaan-perusahaan, dan 

ditujukan kepada tenaga kerja. Sehingga kewajiban dan hak-

haknya dapat terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Maka dari 

itu pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi lampung ini 
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dalam mengawasi tenaga kerja agar tidak terjadi tumpang tindih 

antara hak pekerja dan hak perusahaan tersebut, agar dapat 

berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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LAMPIRAN 
  



Lampiran 1  

Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan wawancara berfungsi menjawab rumusan 

masalah pada penelitian ini, berikut pertanyan-pertanyaanya: 

Untuk Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung dalam mengurangi tingkat Kecelakaan 

Kerja serta dalam melakukan Pembinaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja? 

2. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung dalam melakukan Pembinaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja? 

3. Bagaimana Hasil Pembinaan dan Pengawasan Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung dalam Melakukan Keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3)? 

4. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung? 

5. Bagaimana Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung? 

6. Bagaimana Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung? 

7. Apa saja Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung? 
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